PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMIST PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

-

SKRIPSI MK P epygTae o]
UNIVERSITAS Imne

Vieg |

A

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi llmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Hadiah Kiass

Pane | 3 G23°

. i v . f"! '
| Po.. natalog: l'v’bl\ }0
= ¥

ZUSANA HENNY OKTAVIA
NIM. 020710101128

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

ZUSANA HENNY OKTAVIA
NIM : 020710101128

PEMBIMBING :

r. M. EF AMR M.
NIP. 131 759 754

PEMBANTU PEMBIMBING :

| GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.HUM.
NIP. 132304 778

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

dan janganlah bekerjasama dalam berbuat
dosa dan pelanggaran.'

You can if you think you can artinya Anda bisa kalau anda pikir anda bisa.
(Norman Vincent Peale).”

! Al Qur ‘anul Karim Surah Al Mmdah Avat 2.
* Norman Vincent Peale dalam Budi Gunawan dan Jen Z A. Mans, Kiar Sukves Polist Masa Depan.
Personal Development Traning Jakarta. 2006, hal 70
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RINGKASAN

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal,
Korupsi juga cenderung menciptakan pelayanan yang sangat efisien, di dalam
sebuah birokrasi atau organisasi yang terkenal sangat tidak efisien, yang akhimya
pola-pola semacam itu berfungsi sebagai model ideal bagi orang-orang lain di
dalam organisasi yang dimaksud. Kasus korupsi yang terjadi di lembaga
pemerintahan seperti KPU sebagai badan hukum publik menimbulkan pemikiran
bahwa tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh para pengurus KPU.
Sehingga muncul juga pemikiran bahwa institusi KPU terlibat dalam kasus
penyuapan tersebut. Ada perbedaan pendapat, untuk menentukan apakah institusi
KPU terlibat juga dalam kasus penyuapan tersebut, karena selama ini yang diusut
hanya individu anggota KPU. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa yang
salah personal-personal yang melakukan suap, melakukan korupsi, tetapi
mstitusional KPU harus tetap dipertahankan sebagai satu sistem yang telah relatif
sukses menyelenggarakan Pemilu 2004,

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitn: Pertama,
apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan sebagai subyek
hukum dalam tindak pidana korupsi. Kedua, mengenai apakah KPU (sebagai
korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh pura pengurusnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah pertama,
untuk mengetahui apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat dikategorikan
sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui
apakah KPU (sebagai korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya

Metode penclitian dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif
dengan pendekatan masalah antara lain adalah pendekatan undang-undang (statute
approach), Pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber bahan hukum ada 2 (dua) macam yaitu, bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu
mencan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut serta

A
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menelaah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum vang dihadapi. Yang
terakhir adalah mengumpulkan buku-buku hukum (irearises). Analisis bahan
hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir preskriptif
normatif

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka sebagai badan
hukum KPU dapat dikategorikan dalam badan hukum publik atau korporasi
publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan merupakan subyek hukum
yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sekalipun bukan manusia
(Person). KPU disini terbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari
sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan terfentu serta memiliki
kekayaan tertentu yang berasal dari APBN. Dengan menggunakan metode seperti
diatas, maka dapat ditemukan petunjuk dari undang-undang yang mengatur
tentang korporasi dan kepustakaan yang mendukung bahwa KPU merupakan
subyek hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan metode diatas juga telah membantu menjawab permasalahan
yang kedua yaitu bahwa KPU sebagai korporasi dalam kasus ini tidak dapat
dipidana, melainkan membebankan pertanggungjawaban pidana kepada para
pengurus KPU, mengingat keuntungan atas hasil korupsi merupakan unsur
memperkaya din sendiri bukan ditujukan untuk kepentingan KPU secara umum.

Xy
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"

BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Salah satu tmdak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah

korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi ini telah meluas dan berkembang
dalam masyarakat. Menurut S. Anwary', kasus tindak pidana korupsi terdapat di
semua Departemen dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di departemen Pusat
dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), di sektor perbankan dan lain-lain. Korupsi juga terbukti banyak
dilakukan oleh korporasi atau pengusaha yang bekerja sama dengan oknum-
oknum pejabat pemerintah maupun yang diltakukan oleh perorangan.

Suyatno® berpendapat bahwa korupsi cendening menciptakan pelayanan
yang sangal efisien, di dalam sebuah birokrasi atau organisasi yang terkenal
sangat tidak efisien, yang akhimya pola-pola semacam im berfungsi sebagai
model ideal bagi orang-orang lain di dalam organisasi yang dimaksud. Jika
sescorang anggofa sebuah orgamsasi dapat disuap, ia dapat memberikan
pelayanan yang sangat efisien dengan cara memotong pita mesah yang selama ini
sangat mengganggu kelancaran jalannya pelayanan organisasi dimaksud. Artinya,
ia bisa tampil dalam ukuran dan kualitas yang jauh lebih efisien dan praktis
dibanding individu lain di dalam organisasi yang sama.

Seperti halnya kasus korupsi yang sedang terjadi di lembaga Komisi
Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU), sampai saat ini masih menjadi
perhatian publik, Sebuah lembaga pemerintah yang benar-benar berwenang dan
independen dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat

Pemilu) terhibat kasus korupsi yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam lembaga
Negara.'

'S, Anwary, Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Ampa People’s Message lseps,
Jakarta, 2005, h. 1.

* Suyatna, Korupyi Kofusi dan Nepotisme, Pustaka Sinar Harapan, Jukarta, 2005, h 23

' wwwhkompascom, “KPU dan  Korupsi®  [senal Online]. [23 Mei  2008),

hitp/!www. kompas, comyulama/news/0505/23/05 1 646, him, diakses 11 Mei 2006
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Hal itu sangat disayangkan mengingat KPU merupakan lembaga yang
dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, dan bersih dari
praktik kﬂnmsiymgmcrupakmmsyxmpmmdmumhgihadm
demokrasi di suatu negeri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki kewenangan yang sangat besar dalam
menyelenggarakan pemilu. Termasuk di dalamnya persoalan mengenai dana
persiapan dan penyelenggaraan pemilu.*

Kasus korupsi di wbuh KPU terbongkar karena aksi penyuapan yang
dilakukan anggota KPU Mulyana Wira Kusumah kepada auditor Badan
Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK), Mulyana Wira Kusumah
tertangkap tangan ketika menyerahkan uang suap kepada Khainansyah Salman
bertempat di dalam Kamar 609 Hotel Ibis di JI. S. Parman Slipi Jakarta Barat*
Penangkapan terhadap Mulyana ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (selanjulnya disingkat KPK) yang sebelumnya telah merencanakannya
dengan Khairiansyah Salman, kemudian disusal dengan penggeledahan Kantor
KPU yang menemukan sejumlah petunjuk. Antara lain ditemukan uang tunai dan
traveler cheque senilai Rp. 2.000,000.000,00 (dua miliar rupiah) yang merupakan
dana di luar Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Serta ditemukan bukti lain
yang berkaitan dengan sumber dana vang digunakan untuk membantu Mulyana
memberikan suap kepada Khairiansyah® Berdasarkan hasil kegiatan Audif
Investigatif BPK telah ditemukan penyimpangan-penyimpangan dani peraturan
perundang-undangan yang mengarah kepada adanya korupsi dan menimbulkan
kerugian negara.’

! Kompas, “Havil Audit BPK. Penyimpangan Keuangan di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar”. 23
April 2005, h 37
" Berkas perkara No'BP/OZ/V/2005/KPK tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan atau
Menjayikan Sesuatu Kepadn Pegawni Negeri atau Penyelengparn Negara dengan  Maksud
Pegawm Negen atau Penyelenggara Negara Tersebut Berbuat atay Tidak Berbuat Sesuaty dalam
Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajibannya alas nama tersangkn Drs. Mulyana Wira
Kusumah h 66. Lihat juga Putusan Putusan Nomor 03/PID B/TPK/2005PN JKT PST, tentang
Tindak Pidany Korupsi Membenkan atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawni Negen atau
Penyelenggar Negara dengan Maksud Pegawa Negeri atsu Penvelenggara Megara Tersebut
Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya vang Bertentangan dengan Kewajibannya
s nama levsanghn Drs. Mulyvana Wira Kusumah, b 24
:Kampm, Menanti KPK Mengunghup Korupsi * Berfemaah . Kamis 12 me 2005, h 7

thid, b 7.
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Dugaan korupsi di KPU diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan
investigasi KPK yaitu berupa penggelembungan dana atas pengadasan kotak
suara, percetakan surat suara, pengadaan tinta sidik jari, pengadaan barang dan
Jasa teknologi informasi, dan sampul surat suara, yang mengindikasikan kerugian
negara sekitar Rp 90.200.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus Jjuta
rupiah). Pihak yang diuntungkan dan terkait di KPU antara lain Ketua KPU
Nazaruddin Sjamsuddin, serta pengurus-pengurus KPU yaitu Ramlan Surbakti,
Daan Dimara, Mulyana Wira Kusumah, Hamid Awaluddin, Susongko Suhardjo,
Safder A. Yusace, Chusnul Mar’iyah, dan Anas Urbaningrum *

Setelah penangkapan Mulyana, kasus korupsi di twbuh KPU mulai
terbongkar. KPK kemudian mengambil langkah untuk memeriksa pengurus KPU
yang lain dan telah berhasil menetapkan para pengurus KPL yang turut terlibat
dalam kasus yang menyangkut nama baik instansi KPU. Bahkan ketua KPU
sendiri Nazaruddin Sjamsuddin telah dipidana, begitu juga dengan pengurus-
pengurus KPU yang lain. Namun demikian ada beberspa yang masih dalam
proses di pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas berkembang pemikiran bahwa tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh pam pengurus KPU, merupakan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh KPU sebagai korporasi. Sehingga wajar apabila ada
pemikiran bahwa institusi KPU juga terlibat dalam kasus penyuapan tersebut.
Namun demikian, sangat sulit untuk membuktikan dan menyeret KPU sebagm
institusi pemerintah atau korporasi publik dalam sistem pemidanaan yang berlaku
Seperti pandangan dari Almuzammil Yusuf dan Denny Indrayana berikut ini.

Almuzammil Yusuf mengatakan bahwa sulit untuk menentukan institusi
KPU terlibat juga dalam kasus penyuapan tersebut, karena selama ini yang diusut
hanya individu anggota KPU.” Sejalan dengan itu, menurut Denny Indrayana'”

* Kompas, 23 April 2008, Loc Cit, h 37, Lihat juga www kompas com, "HPK Harus Serahkan
Audit Lengknp KPU™, [serial online), |30 Apnl 2005, hitp//kompas com/kompas-
fetab/0504/ 3P olinkbukuny1 721413 hun, diakses 11 mei 2006

www. kompas com., “LBH: Setelah Mulyana, KPK Harus Prioritaskan KPU”, | sertal online|, |10
April 2005], bitp.//www. kompas, com/utama/news/0504/1 (V0205 1 7 htm, diakses 11 Mei 2006
Keterangan lebih lanjut Almuzamml Y usul adalah Anggota Komisi 111 DPR
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yang salah personal-personal yang melakukan suap, melaknkan korupsi. tetapt
institusional KPU harus tetap dipertahankan sebagai satu sistem yang telah relatif
sukses menyelenggarakan Pemilu 2004, Ibaratnya jangan karena ada tikus maka
selurub lumbung padi dibakar. Adanya dua pendapat vang berbeda itulah schingga
kejahatan yang terjadi di KPU masih merupakan polemik yang hams segera
dituntaskan.

Karenanya penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk
skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI™.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas maka permasalahan
yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:
I. Apakah KPU sebagai badan hukum publik dapar dikategorikan sebagai subyek
hukum dalam tindak pidana korupsi?
2, Apakah KPU (sebagai korporasi) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh para pengurusnya?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan sknips: 1 adalah:
1. Untuk mengetahui apakah KPU sebagai badan hukum publik dapat
dikategorikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk  mengetahui  apakah KPU  (sebagai  korporasi)  dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi vang dilakukan oleh para
pengurusiya.

" Denny Indrayana, “Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU", [serial online] [26 Me: 2005),
htdp.//www kompns. com/kompas-cetak/ 0505/ 26/opni 1774255 htm, dinkses 11 Mei 2006
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1.4. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat
di dalam tujuan penulisan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode
yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu
teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat "

1.4.1 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-
pendekatan dalam ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzoki'? ada 5 (lima)
yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Namun penulis disini hanya menggunakan 3 (tiga ) pendekatm yang berkaitan
dengan penelitian skripsi ini. Dengan menelaah pendekatan-pendekatan tersebut,
penulis akan mendapatkan mformasi dan berbagai aspek mengenai isu yang
sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam
penelitian hukum ini antara lain adalah pendekatan undang-undang (starute
approach), Pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

1.4.2 Bahan Hukum
Bahan hukum adalah uraian tentang tempat diperolehnya bahan hukum
penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi in1 adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer
Menurut Peter Mahmud Marzuki'’ bahan hukum primer yaitu bahan
hukum yang terdin dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

"' Soenono Soekanto dan Sn Mamudji, Penelitian Hukam Normatif Suatu Tinjouan Singkat, CV
Rajawali, Jakarta, 1990 h. 15.
::‘ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. 2005 h 93

fbid, h 141
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dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Perundang-
undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.
12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
Putusan pengadilan disini adalah Putusan Nomor: 03/ PID B/TPK/2005/PN JKT
PST.
b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum vang berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jumal
hukum, dan komentar atas putusan pengadilan Menurut Soekanto dan
Mamudji'”’, bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, majalah, makalah,
surat kabar, rancangan undang-undang yang berhubungan dengan penggunaan
teknologi informasi (internet), rancangan KUHP tahun 2000, senta Black's law
Dictionary untuk mencari pengertian tertentu.

I.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka pemitlis melakukan penelusuran untuk
mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dibadapi. Apabila di
dalam penelitian tersebut penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), yang harus dilakukan penulis adalah menelaah
peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut
atau  putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum tersebut '* Dalam
pendekatan kasus (case approach) yang harus dilakukan mengumpulkan dan
menelaah putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi.'’

.*.*ud h 141
bomm Soekamto dan Sn Mamudji Loc e
" Peter Mahmud Marzki, Opeir, h 194

" ihid, k194,
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Sedangkan dalam pendekatan konseptual (konsepmual approach), yang haros
dikumpulkan lebih dahulu dan yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku
hukum (treatises). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak tekandung konsep-
konsep hukum.'®

1. 44 Analisa Bahan Hukum

Anahsis bahan hokum yang digunakan dalam skripsi ini adalah
“preskriptif normatif”’, menurut Marzuki' yang dimaksud dengan preskriptif
normatif adalah:

Analisis yang dilakukan guna mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul
mengenai fakta dan gejala yang ditimbulkan dalam hubungannya antara
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya
dianalisis dengan memberikan presknipsi (petunjuk) mengenai apa yang
seyogyanya atas isu hukum vang diajukan.

Analisis dalam skripsi ini didasarkan atas isu hukum mengenai fakta
bahwa telah terjadi tindak pidana di KPU yang merupakan badan hukum publik.
Apakah dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum korporasi layaknya
korporasi privat. Kemudian memberikan preskripsi mengenai hal apa yang harus
dilakukan dalam menyikapi isu hukum yang timbul tersebut, yaitu bahwa jalan
keluarmya harus tetap dilihat dalam kerangka normatif, artinya ketika tidak
ditemukan jalan keluamya, maka harus dikembalikan pada perundang-undangan
yang mengaturnya dan kepustakaan yang bersangkutan

Agar memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan skripsi ini juga
menggunakan metode berfikir secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan
dan pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan vang bersifat
khusus.

i

fhid., h. 196
" Peter Mahmud Marzuki, “Penelirian Hukum" Makalah (belum Diterbitkan) Pada Lokakarya
Fenelitian Hukum Normatif di Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakulias Hukum Universitas Jember
poda tanggal 4 Oktober 2003, h 1
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BAB Il
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 FAKTA

Tanggal 8 April 2005, merupakan awal dari terbongkamya kasus korupsi
yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU). Mulyana
Wira Kusumah yang merupakan anggota KPU pada tanggal tersebut di kamar 609
Hotel Ibis Slipi Jakarta Barat telah memberikan sejumlah uang sebesar
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Auditor Badan
Pemenksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) Khairiansyah Salman dengan
harapan dapat membantu panitia pengadaan kotak suara dalam membuat
langgapan atas konsep laporan hasil pemeriksaan investigasi supaya dapat
menjadi baik dan tidak terkesan adanya korupsi.'

Berkas perkara No:BP/02/V/2005/KPK’ atas nama tersangka Drs.
Mulyana Wira Kusumah dinyatakan bahwa hasil audit operasional BPK
ditemukan sejumlah item pengadaan di KPU yang berindikasi Korupsi. Pada
tahap pertama yang menjadi sasaran Audit Investigasi BPK adalah 5 (lima)
proyek pengadaan, yaitu:

|. Pengadaan kotak suara, dengan ketua panitia pengadaan Mulyana Wira

Kusumah.

2. Pengadaan Teknologi Informasi, dengan ketua panitia pengadaan Chusnal

Mar"iyah.

3. Pengadaan formulir Pemilu 2004, dengan ketua panitia pengadaan Daan

Dimara.

' Berkns perkara No:BP/O2/V/2005/KPK tentang Tindak Pidana Korupsi Memberikan Atsu
Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawm Negen Atau Penvelenggara Negwra Dengan Maksud
Pegawal Negen Atau Penyelenggarn Negar Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuntu Dalam
Jubatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya atas nama tersangka Drs. Mulyana Wira
Kusumah, h 66  untuk  selanjutoya  dalem  skripsi il disebut  Berkas perkam
No:BPAO2/V/2005/KPK. Lihat juga Putusan Pultsan Nomor 03/PID B/TPK2005PNIKT PST
tentang Tmdak Pidana Korupsi Memberikan Atau Menjanjikan Sesualu Kepada Pegawa Negeri
Atau Penyelenggara Negara Dengan Maksud Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara
Tersebut Berbual Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jsbatannya Yang Bertentangan Dengan
fawqibtumnm nauma lersangha Drs. Mulyana Wira Kusumah, b 24,
Ibidd | b 60-61,
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4. Pengadaan Tinta, dengan ketua panitia pengadaan Rusadi Kantaprawira.
5. Pengadaan Surat Suara, dengan ketua panitia pengadaan Mulyana Wira

Kusumah.

Terhadap pelaksanaan audit investigatif BPK terhadap kelima panitia pengadaan
tersebut, secara umum terjadi keresahan pada masing-masing pihak panitia
pengadaan di KPU, karena BPK menemukan adanya indikasi korupsi.

Tanggal 4 April 2005 bertempat di ruang rapat Kantor KPU Pusat setelah
acara pelantikan Susongko Suhardjo, selaku Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal
KPU Pusat Mulyana menyampaikan kepada Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin
bahwa dia telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah) kepada Khairiansyah Salman pada tanggal 3 April 2005 di
Hotel Ibis Slipi Jakarta Barat dan masih kurang Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah). Kemudian Susongko Suhardjo mengatakan akan mengecek
dana pada Hamdani Amin selaku Kepala Biro Kevangan KPU Pusat ’

Mulyana sempat mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada
Nazaruddin Sjamsuddin yang berisi “saya memerlukan dananya sckarang”,
kemudian SMS tersebut diteruskan Nazaruddin Sjamsuddin kepada Susongko
Suhardjo, kemudian ia memerintahkan Hamdani Amin untuk memberikan uang
sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hamdani Amin kemudian
menyerahkan 4 (empat) lembar Travellers Cheque bank Mandiri setiap lembarnya
senilai Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Susongko
Suhardjo selaku staf khusus pelaksanaan harian Sekjen KPU kemudian
ditandatangani. Mulyana juga menerima uang dan Mubari selaku staf khusus
pelaksanaan harian Sekjen KPU Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
melalui Joko Pitoyo anak Mubari *

Penyuapan yang dilakukan Mulyana terhadap Auditor BPK dilakukan
dalam 2 (dua) tahap. Pada pertemuan pertama, pertemuan antara Mulyana Wira
Kusumah dengan Khairiansyah Salman dihadiri oleh Susongko Subardjo dan
Mubari. Pertemuan yang kedua Mulyana datang di kamar 609 Hotel Ibis Slipi

' Putusan Nomor (03/PID. B/ TPK/2005/PNJKT PST ., Op it h 13
fBid b 14,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

Jakarta Barat untuk menyerahkan vang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah). Pada saat pertemuan yang kedua inilah vang seketika itu
datang petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang sudah merencanakan
penjebakan bersama Khainiansyah Salman.

Berdasarkan petikan putusan perkara Nomor 03/PID.B/TPK/2005/PN JKT
PST tentang tindak pidana suap yang dilakukan Mulyana tersebut, majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat pada tanggal 12 September
2005 menjatuhkan vonis 2 (dua) tabun 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Mulyana Wira Kusuma. Mulyana
terbukti secams sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama dan berlanjui.®

Kasus Mulyana telah terbukti, fakta yang muncul adalah penyuapan yang
dilakukan Mulyana atas kesepakatan anggota KPU yang lain, bahkan disetujui
oleh ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin. Dengan demikian memperkuat indikasi
adanya findak pidana yang lebih besar di tubuh KPU. Berdasarkan hasil
pemeriksaan investigasi KPK ditemukan adanya penggelembungan dana atas
pengndamkoﬂkmpanetahnmnﬂsumpmgadmmﬂdﬂ:jnﬂ.
pengadaan barang dan jasa teknologi informasi, dan sampul surat suara, yang
mengindikasikan kerugian negara sekitar Rp 90.200.000.000 (sembilan puluh
miliar dua ratus juta rupiah). Pihak yang diuntungkan dan terkait di KPU antara
lam Ketua KPU sendin Nazaruddin Sjamsuddin, Ramlan Surbakti, Daan Dimara,
Mulyana Wira Kusuma, Chusnul Mar’iyah, Anas Urbaningrum ®

Setelah penagkapan Mulyana, KPK memenksa dan memproses anggota-
anggota KPU yang turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Pengadilan
tindak pidana korupsi KPK telah menjatubkan hukuman 7 (Tujuh) tahun Penjara
dan denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Ketua KPU
Nazaruddin Sjamsuddin. Majelis Hakim menilai Nazaroddin Sjamsuddin terbukt

" Ibid, b 87 Lihat juga www Suarapembaharuan com., “Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh
Buf.un" [mml online], [ 12 September 2005],
i " ! 1 i1 | Drinkses 23 April 2006
‘ Kmrmu ﬂmur.f Amﬂr HFK Fm_wmpmmm Kmmgun di KPU Mencapai Rp 90.26 Miliar ",
Sabtu 23 April 2008, h. 37
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melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara. Kepala
Biro Keuangan KPU Hamdani Amin divonis empat tahun penjara. ditambah
denda Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah) subsider 4 (empat) bulan
kurungan, dan diharuskan membayar uang pengganti secara tanggung renteng
bersama-sama dengan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin.”

KPK juga secara resmi telah menetapkan status Daan Dimara, anggota
KPU sebagai tersangka. Daan Dimara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
dugaan korupsi segel surat suara. Daan Dimara bertindak selaku ketua panitia
pengadaan segel surat suara tersebut melanggar Keputusan Presiden (Keppres)
No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa
Pemerintah dengan modus penunjukan langsung. Selain itu, dalam pelaksanaan
proyek, kualitas dalam jemis barang yang diadakan tidak sesuai dengan isi
kontrak *

Selain itu mantan Sekretanis Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Safder A. Yusacc juga telah divonis empat tahun penjara. Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dipimpin Mansyurdin Chaniago menilai
Safder terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan buku tentang pedoman
pelaksanaan Pemilu 2004 dan daftar calon legislatif sehingga merugikan negara

Selain menjatuhkan vonis kepada Safder, hakim juga menjatuhkan vonis
4.5 tahun kepada Kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto. Majelis hakim
menilai, kedua terdakwa telah melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya din sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan
Negara atau perckonomian negara. Keduanya dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP."

Kmnpua “Nozaruddin Divonis 7 Tahun ', Kamis 15 Desember 2005, h 14

* www hukumonline com., “Daan Dmmu Jadi Tersangka Korupsi Segel Surat Suara”, |serial
online| [14 Februari 2006). mmmwmmmm
23 April 2006,

? www kompas co id.. “Yusace di Vonis Empai Tabun Isiri Yusace Pingsan”, [serial online] [4

Maret 2006] WMMMMM_MEM diakses
23 April 2006

L -I'M
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2.2 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen.
Pasal 22 E Ayat (5)
“Pemiliban Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandini”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

a.

Pasal 55 Ayat (1)
“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana-

i.  Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atan turut
melakukan perbuatan iu.

il. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai
kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya
atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan,
sengaja unfuk membujuk atau melakukan sesuatu perbuatan™.

Pasal 64 Ayat (1)

“Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian
harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya
satu ketentuan pidana syja yang digunakan walaupun masing-masing
perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya
berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat
hukuman utamanya™,

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

n

Pasal | angka (1)

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atsy  kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan
hukum™,

Pasal 2 Ayat (1)

“Setiap omng yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya dini sendin alau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
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denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

. Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan kevangan negara atau perckonomian
negara dipidana dengan pidana penjara seumur atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar nspiah)”.

. Pasal 20

Avat (1)

“Dalam hal undak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan atau pengurusnya™

Ayat (2)

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam [lingkungan

korporasi lersebut baik sendiri maupum bersama-sama™.
Ayat (3)

“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka
korporasi seterusnya, diwakili oleh pengurus”.

Ayat (4)

“Pengurus yang mewakili korporasi sebagimana dimaksud dalam

Ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain™,

Avat (5)

“Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap
senchiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus
tersebut dibawa ke sidang Pengadilan”,

Avat (6)

“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut
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disampaikan ke pengurus ditempat tinggal pengurus atan di tempat
pengurus berkantor”,

Ayat (7)

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana
denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per
tiga)”.

4. Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Pasal 5

(1) “Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tabun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50 000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawsi negeri atau penyelenggara
Negam karena atau berhubungan dengan sesuatu vang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan
dalam jabatannya”.

(2) "Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)".

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,

a. Pasal 25:
“Tugas dan wewenang KPU adalah:
a. merencanakan penvelenggaraan Pemilu;
b. menetapkan orgamisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan
Pemilu;
€. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan Pemilu;
d. menetapkan peserta Pemilu;
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e. menetapkan daerah pemilihan, jumiah kursi calon anggota DPR.
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

£ menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan
pemungutan suara,

£ menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

h. melakukan evaluasi dan pelaporan Pemilu;

melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-

undang”.

-

b. Pasal 26:

“KPU berkewajiban:

a. memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara guna
menyukseskan Pemilu;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

¢. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang
inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota
DPR dan DPD;

f.  mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari APBN; dan
¢ melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang”.

2.3. TINJAUAN PUSTAKA
2.3.1 Peran Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ketentuan Umum Pasal | Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dijelaskan bahwa “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU
adalah  Lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandir, untuk
menyelenggarakan Pemilu”. Pemilihan umum sendini merupakan samna untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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KPU mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan umnm yang
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden
dan Wakil Presiden. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain
menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu
Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat”."

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan
bahwa “kedaulatan bernda di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut LUndang-
Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan sepenuhnya menurut
ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut sehuruh anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui
Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap 5 (lima) tahun sekali. Melalui Pemilu tersebut akan lahir lembaga
perwakilan dan pemerintahan yang demokratis, "

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat (5), “Pemilihan Umum disclenggarakan oleh suatu
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat
“nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh
wilayah Negara Kesaman Republik Indonesia. Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa
KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun
keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifit “mandini” dimaksudkan
bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap
mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, desertai dengan transparansi

"' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Permibihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyvai Daeraly,

E:ugmn Umum dalam Himpunan Undang-Undang Bidang Politik, KPU, Jakarta, 2004 h.23
Ihid | b, 25,
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dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu. "

KPU dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban. Tugas
dan wewenang KPU diantaranya adalah merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan Pemilu; menetapkan peserta Pemilu; menetapkan daerah pemilihan,
jumiah kursi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota; menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye,
dan pemungutan suara; menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon
terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
melakukan evaluasi dan pelaporan Pemilu; melaksanakan tugas dan kewenangan
lamn yang diatur undang-undang.

KPU juga berkewajiban yaitu memperlakukan peserta pemilu secara adil
dan setara guna menyukseskan Pemilu; menetapkan standarisasi serta kebutuhan
barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
peraturan  perundang-undangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta
mengelola barang mventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
menyampaikan  informasi  kegiatan  kepada  masyarakat; melaporkan
penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatmya 7 (tujuh) hari
sesudah  pengucapan  sumpah/janji  anggota DPR  dan  DPD:
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan APBN: dan
melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang "*

2.3.2 Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana lndonesia

Sebelum kita lebih jauh menguraikan mengenai pengertian korupsi, telebih
dahulu divraikan pengertian tindak pidana. Berikut adalah pengertian tindak
pidana yang oleh pembentuk undang-undang digunakan istilah staafbaarfeir
menurut para ahli hukum.

" 1hid b 26
" i, Pasal 25 Huruf &1 h 38-39
" Ihid | Pasal 26 huruf p-g. b 39,
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Simons'* menyatakan dalam rumusannya siraafbaarfeir itu adalah

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan vang dapat dihukum.™
Sedangkan menurut E. Utrecht'” menerjemahkan Struafbaarfeir dengan istilah
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif,
maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atan melalaikan itu),
Perisiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechisfeit), yaitu peristiwa
kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Unsur-unsur tindak pidana adalah -

a. unsur Subyektif

1
2,

Kesengajan atau kelalaian,

Maksud dan suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) KUHP,

Berbagm maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan
menurut Pasal 340 KUHP.

Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut
Pasal 308 KUHP.

b. unsur Obyektif

1.
- 4

Sifat melawan hukum.

Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan
kejnhatan yang diator dalam pasal 415 KUHP,

Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan
kenyataan sebagai akibat '

" Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Geafika, Jakarta, 2005 h . Lihat Juga Laden
r;lxpnmg. Asas-Avas Teori-Prakiek Hukum Pidoana, Smar Grafika, Jakania, 2005 h 5

fhid h &
" Ihid b 7.
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Pengertian masyarakal umum tehadap korupsi adalah berkenaan dengan
keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah oleh para pejabat di pemerintahan.
Menurut Blacks Law Dictionary'’ korupsi (corruption) mempunyai pengertian
sebagai benkut :

“an act with an intent 1o give some advaniage inconsistent with official duty
and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who
unlawfully and wrongfully uses his instanstion or character to procure some
benefit for himself or for other person, contrary to the duty and the rights of
others”. (suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi sesuatu
keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban petugas dan hak-hak pihak
lain, Suatu tindakan dari petugas atau seseorang yang diberi tanggung jawab
sccara melawan hukum menggunakan nstitusi atan kedudukannya untuk
mendapatkan sesuatu keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan
dengan tugasnya dan hak-hak pihak lain).

Semantik kata korupsi berasal dan bahasa Inggns corrupd, yang berasal
dari perpaduan dari dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-
sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga dinyatakan
sebagal sesuatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena
adanya suatu pembenan. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai
menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan
adminitrasinya. ™

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.
Jikn membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan
semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang
busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan
dalam jabatan karena pembenan, faktor ekonomi dan politik, serta kesempatan
keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.
Dengan demikian, secara harfiah dapal ditank kesimpulan bahwa sesungguhnya
istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

" Henry Campbell Black, M.A_ Blacks Law Dictionary Sixth Edition, 1990, h. 340 sebagaimana
dikutip Ferry S. Munthe, dalam “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Piduna Korupsi Oleh
DPRD Surabaya™ Sknpsi (Tidak Diterbitkon) Perpustakaan Fakuliss Hukum Universitas Jember,
Jember, 2005 h16-17.

™ Leden Marpaung, Tindak Piduna Korupsi Masalah Dan Pemecahannya (hagtan Pertamsa),
Sinar Grafika, Jakaria, 1992, h.149
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1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (vang negara atau perusahaan dan
sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan
kepadanya; dapat disogok (melalm kekussaannya untuk kepentingan
pnhadi‘,l,n

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang
korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang berkompetan Pengertian tindak
pidana korupsi yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat | ialah “setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendini atau orang
lam atau suatu korporasi yang dapat merugikan keusngan negara atau
perekonomian negara”.

Di Indonesia sendiri langkah-langkah pembentukan hukum positif guna
menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan
sejurah dan melalui beberapa proses masa perubahan peraturan perundang-
undangan, Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957,
yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah
kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer No. PRT/PM/06/1957). Beberapa
peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai
berikut:

I. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdin atas:

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh
Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan
Angkatan Darat.

b. Pematuran Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang
pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat
secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk
perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya)

' Evi Hartanti, Op Cit, h. 9,
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lewat Pengadilan Tinggi Badan yang dimaksud adalah pemilik haria
benda (PHB).

¢. Pematuran Penguasa Militer Nomor PRT/PMA11/1957 merupakan
peraturan yang menjadi dasar hukum dan kewenangan yang dmiliki oleh
Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang
dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dan
Pengadilan Tinggi.

d. Peraturan Penguasa Perang Pusai Kepala Staf Angkatan Darat Nomor
PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksaannya.

¢ Pemturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor
PRT/z.1/1/7/958 tanggal 17 April 1958,

2, Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tabun 1960 tentang Pengusutan,
Pemmtutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor
24 Tabun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961

3. Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958)
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999/40, TNLRI 387)
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLR1 4150)
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember
2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2002 (LNRI 2002-137;
TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.3.3 Pengaturan Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Di Indonesia
Bertolak dari KUHP dan beberapa peraturan perundang-undangan pidana
dilvar KUHP, maka dapat dilihat bahwa perubahan dan perkembangan kedudukan
korporasi sebagai subyek hukum pidana mengalami perkembangan secara
bertahap. Secara garis besar dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu, ™

* Dwija Prijatno, Kebijakan Legisiasi Tentang Sisiem Pertunypungrawaban Pidana Korporasi di
Indonesta, Utomo, Bandung, 2004, h 12
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1. Tahap Pertama

Tahap i ditandai dengan usaha-usaha agar tindak pidana yang dilakukan
oleh korporasi dibatasi pada perorangan (natural person). Tahap ini bertolak dari
pengaturan dalam pasal 59 KUHP yang menyatakan:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap
pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka
pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut
campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Memon penjelasan KUHP (MvT) yang diberlakukan pada tanggal |
September 1886 dinyatakan bahwa: “suatu perbuatan pidana hanya dapat
dilakukan oleh perorangan (naturlijk persoon). Pemikiran fiksi (fictie) tentang
sifat badan hukum (rechispersoonlijkheid) tidak berlaku pada bidang hukum
pidana. .., Melihat perumusan Pasal 59 KUHP dan umsian dalam Memori
Penjelasan KUHP (MvT), maka pada tahap pertama ini membawa konsekwensi
hukum bahwa: (1) badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal m
menunjukkan bahwa menyusun KUHP menerima asas universitas delinguire non
potest atau societas delinquere non potesi. (2) pengurus yang tidak memenuhi
kewajiban-kewajiban yang sebenamya merupakan kewajiban korporasi, dapat
dunyatakan bertanggungjawab. Dengan rumusan “... ... maka pengurus, anggola
badan pengurus atau komisaris yang termyata tidak ikut campur melakukan
pelanggaran tidak dipidana™ dalam pasal 59 KUHP menunjukkan adanya alasan
penghapus pidana (APP-strafuitsluitingsgrond).

Kesulitan yang dapat timbul dengan pasal 59 KUHP adalah terkait dengan
ketentuan-ketentuan hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi scorang
pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah
suatu  korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya
bertanggungjawab, maka bagaimana memutuskan tentang pembuat  dan
pertanggungjawabannya? Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan
tentang kedudukan korporasi scbagai subyek tindak pidana pada tahap kedua.

2. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang

Dunia Pertama (PD 1) dalam perumusan undang-undang dinyatakan bahwa suatu
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perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun, tanggung jawab untuk
itu menjadi beban dan pengurus badan hukum tersebut. Peromusan vang khusus
untuk ini yaitu: apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu
badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota
pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dan anggota
pengurus kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan
yang dilarang tersebut.

Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan
tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya
yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Hal im dinyatakan secara tegas
dalam peraturan perundang-undanagan yang mengatur tentang hal tersebut,
misalnya:

1. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, LN, 1951-78 tentang Senjata Api

Pasal 4

Ayat (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut
undang-undang 1 dilakukan oleh atsu atas kekuasaan suatu badan
hukum, maka penuntut dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatubkan
kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.

Ayat (2): Ketentuan pada ayat (1) di muka berlaku juga terhadap badan-
badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan
hukum lain.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan.
Pasal 46

Ayat (2): Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh badan hukum vyang berbentuk perseroan ferbatas,
perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-
badan dimaksod dilakukan baik terhadap mereka yang membenkan
perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai permmpin
dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanva.

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga im merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung
dari korporasi yang dimulai sesudah Perang Dunia Kedua (PD 11). Dalam tshap ini
dibuka  kemungkinan  untuk  menuntut  korporasi  dan  meminta
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pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena
misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh
korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya,
sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada
pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana
para pengurus tidak atau belum ada jamman bahwa korporasi dengan jenis dan
beramya yang sesvai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa
korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan vang menempatkan korporasi sebagai
subyek tindak pidana yang secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana adalah UU No. 7 Drt Tabun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (lebih dikenal dengan UU Tmdak Pidana
Ekonomi), Pasal 15 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan
hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan

pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik
terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap
mereka yang memben perintah melakukan tindak pidana ekonomi atau yang
bertindak sebagai pemumpin dalam perbuatan atau kelalaian it maupun
terhadap kedua-duanya”.

Hal serupa dapat ditemukan pula dalam Pasal 19 ayat (3) UU no. 6 Tahun
1984 tentang Pos; Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Perumusan di atas menyatakan, yang dapat melakukan maupun yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendin.
Dalam tahap ketign ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
mencantumkan tanggungjawab langsung dan korporast hanya terbatas dalam
perundang-undangan khusus di luar KUHP.

Pada mulanya, kondisi pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana
di Belanda jupa sama. Akan tetapi setelah dikeluarkannya UU tanggal 23 Jum
Tabun 1976 maka redaks: Pasal 51 W.v. S Belanda (Pasal 59 KUHP Indonesia)

mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut maka sckarang ini di
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Belanda sudah dianut subyek tndak pidana korporasi dalam hukum pidana umum
(commune strafrecht).
Pentingnya pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam
hukum pidana umum (commune strafrecht) telah ditegaskan dalam Rancangan
Penjelasan RUU KUHP. Disebutkan bahwa:>
“Mengimgat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan,
subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah
(nhatural person) tetapi mencakup pula manusia hukum (fudicial person) yang
lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan
oleh korporasi. Dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subyek
hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan wusaha harus
mempertanggungjawabkan sendin semua perbuatannya. Disamping itu, masih
dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul bersama oleh korporasi dan
pengurus atau pengurusnya saja’”.

234 Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

8 . Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Setiap perbuatan harus dapat  dipertanggungjawabkan oleh yang
melakukannya. Pada suatu perbuatan pidana orang yang melakukan suatu
perbuatan tindak pidana tersebut maka orang tersebut harus juga mempertanggung
Jjawabkan perbuatannya yaitu dengan menerima suatu sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana seperti yang diutarakan oleh Van Hamel™
yaitu suatu keadaan mental dan kematangan psikis yang membawa tiga macam
kemampuan untuk:

1. Memahami arts dan akibat dan perbuatan yang dilakukannya;

2. Menyadan bahwa perbutannya tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang oleh
norma yang ada dalam masyarakat,

3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu, atan dengan kata
lain pertanggungjawanban mengandung kemampuan atau kecakapan.

Simons mengatakan pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu
keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk

"' Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan R1, Penjelasan RUL KUNP, Depariemen
Hukum dan Perondang-undangan R1, Jakarta, 2000, b 3

M Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidano Indonesia, pradva Paramsta, Jakarta,
1946, h 33
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mengnsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar
hukum dan sesmai dengan keinsyafan tersebut mampu untuk menentukan
kehendaknya **

Perbuatan pidana hanya menumjuk pada dilarang dan diancamnya suatu
perbutan dengan suatu pidana, hal ini sesvai dengan azas pertanggungjawaban
dalam hukum pidana yaitu “tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan™
(geen straf zonder schuld aiau actus non facit reum nisi mens sir rea).

Dan pengertian tersebut Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya
kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu adanya
keadaan psikis (batin) tertentu; dan adanya hubungan tertentu antara keadaan
psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mengetahui bahwa
perbuatan tersebut adalah melanggar hukum_

Moeljatno juga menyebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan
kesalahan apabila melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); pelaku
harus mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan yang
berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf atau penghapus
pidana.*’

Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat dapat diartikan sebagai
keadann batin yang normal atau sehat, sehingga untuk adanyas kemampuan
bertanggung jawab harus ada :

4. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan vang
buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum;

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
baik buruknya perbuatan tersebut **

Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dalam hukum
pidana Indonesia diatur sebagai berikut:

n
]
* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h 158
n
fhid | b, 164,
™ Ibid, b 165,
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a. Dibebankan kepada korporasi itu sendiri. Misalnya: dalam tindak pidana
yang juga diatur dalam pasal 65 ayat 1,2 undang-undang nomor 38 tahun
2004 tentang jalan.

b. Dibebankan kepada organ Korporasi, mereka yang memberikan perintah
melakukan perbuatan atau mereka yang bertindak sebagai pemimpin
dalam melakukan tindak pidana. Misalnya dalam tindak pidana yang
diatur dalam pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. Dibebankan baik terhadap yang memberi perintah atau yang bertindak
sebagai pemimpin maupun juga korporasinya. Misalnya dalam tindak
pidana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 undang-undang nomor 31
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pengaturan corporate crime dalam hukum pidana Indonesia masih diatur
dalam undang-undang khusus dan tersebar diberbagai undang-undang, dengan
rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi” antara lain termasuk
pengertian badan usaha, perseroan, perusahaaan, perkumpulan, yayasan,
perserikatan, organisasi, dil. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 1 No 3 setiap orang
adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Pasal 2 ayat 1: dalam hal tindak
pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan
penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pasal 20
ayat 7 Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda
dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Demikian pula
seperti dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam Pasal
| butir 19: orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dalam Pasal 65
Undang-Undang tersebut dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 42 dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan
terhadap badan usaha yang bersangkutan. Dalam hal tindak pidana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha pidana yang dijatuhkan adalah pidana
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denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. Dan masih banyak lagi tersebar
diberbagai undang-undang dimana korporasi dapat menjadi subjek pidana*

Muladi dan Dwidja Privamo™ merumuskan dalam bukunya
“Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, yang bertanggungjawab
dalam persidangan diwakili oleh pengurus; salah seorang pengurus bila terdapat
lebih dari satn orang pengurus; hakim dapat menunjuk pengurus-pengurus
terterdu.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhkan kepada
korporasi itu sendiri; yang membeni perintah melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pemimpin perbuatan atau kelalaian; atau kedua-duanya.

b. Teor-Teon Penanggungjawaban Pidana Korporasi
Apabila dilihat dan studi kepustakaan hukum pidana di Indonesia dapat
dilihat adanya 3 (tiga) teori pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, vaitu:
teori identifikasi (doktrin Identifikas)), teon pertanggungjawaban pidana
pengganti (doktrin Vicarious Liability} dan teoni pertanggungjawaban pidana yang
ketat (dokirin Strict Liability). Adapun pokok-pokok pemikiran dan masing-
masing teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut-"
1. Dokirin Identifikasi (Identification Theory)
a. Perbuatan/kesalahan pejabat senior (semior officer) dudentifikasi sebagai
perbuatan atau kesalahan korporasi;
b, Disebut juga doktrin alfer ego atau teon organ,
c. Arti sempit (Inggris). hanya perbuatan pejabat semior yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada korporasi;
d. Arti luas (Amerika Serikat): tidak hanya pejabat senior atau direktur, letapi
Juga agen dibawahnya

¥ Singgih, Kejohatan Korporasi Yang Mengerikan, Pusal Studi Hukwmn Bissis Universitas Pelita
Harapan, Tangerang, 2005 h 15-16.

" Muladi dan Dwija Privatno, Pertanggungiawaban Korporast Dalam Hkum Pidana. Sekolah
Tingg Hukum Banding, Bandung, 1991, b 78-79

"' Barda Nawawi Anef, Kapita selekia Hukum Pidana, Citra Aditya Bakn, Bandung, 2003, h 233-
238, Lihat jugn Dwija Pnvamo, Op Cir, h, 89117, dan Barda Nawawi Arief, Sari Kulioh
Perbanadingan Hukum Pidana, Raja CGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 131-163
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2. Doktrin pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability)

a. Didasarkan pada “employment principle”, bahwa majikan (emplover)
adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawan,
jadi “the servant's act is the master’s act in law".

b. Peter Gilies menyatakan: tidaklah penting bahwa majikan (baik sebagai
korporasi maupun person) berdalih bahwa dia tidak mengarahkan atan
membeni petunjuk kepada karyawannya untuk melakukan pelanggaran
hukum pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability
dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan
bertentangan dengan instruksi, dengan alasan bahwa perbuatan karyawan
dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup
pekerjaannya.

c. Bisa juga didasarkan pada the delegation principle. Jadi, the guilty mind
dari burub/karyawan dapat dihubungkaan ke majikan apabila ada
pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-
undang.

3. Doktnn Perangpungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (Strict

Liability)

a. Pertanggungjawaban pidana Korporasi dapat juga semata-mata
berdasarkan Undang-Undang, terlepas dari doktrin nomor | dan nomor 2
diatas (doktrin “tdentification” dan doktrin “vicarious liability™), yaitu
dalam hal korporasi melanggar atau ndak memenuhi kewajibannya atau
kondisi atau situasi fertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Misalnya undang-undang menetapkan suatu delik bagi:

b. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa ijin;

¢. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (sunasvkondist) yang
ditentukan dalam 1zin tersebut;

d. Korporasi yang tidak melakukan audit keuangan dan tidak dipublikasikan.
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Ermanto Fahamsyah et al® menyatakan ada 6 (enam) sistem kaitannya
dengan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana
korporasi, yaitu:

1) Pengurus yang berbuat, pengurus yang bertanggungjawab;

2) Pengurus yang berbuat. korporasi yang bertanggungjawab:

3) Pengurus yang berbuat, pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab;
4) Korporasi yang berbuat, pengurus yang bertanggungajawab;

5) Korporasi yang berbuat. korporasi yang bertanggungjawab; dan

6) Korporasi yang berbuat, pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab;

Y Ermanto Fahamsysh e1 al, Implementasi Teort Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Kattannva Dengan Kejahatan Korporasi, Laporan Penelition (Tidak Diterbathan), Fakuitas Hukum
Universitas Jember, Jember, 2006. h 31
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3.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak
Pidana Korupsi
3.1.1 Korporasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi baru dikenal dalam perundang-undangan pidana diluar
KUHP, yaitu sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/-06/1957
Tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut diterbitkan
karena pada saat itu Negara Indonesia dalam keadaan bahaya perang.'

Adanya budaya korupsi yang sudah mendarah daging sejak awal sejarah
Indonesia mempengaruhi bahkan merubah peta perpolitikan, baik dalam skala
lokal yaitu lingkup pemerintahan di nusantara ini’ Hal tersebut membuat
pemerintah berinisiatif membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang
tindak pidana korupsi.

Cikal bakal peraturan penguasa militer tersebut, kemudian membuat
pemerintah Indonesia menyempurnakan peraturan korupsi tersebut dengan Perpu
Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan
Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 72
Tahun 1960 yang selanjutnya disempumnakan kembali dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 °

Secara uwrulan pengaturan korporasi dalam undang-undang tindak pidana
korupsi dapat dilibat berikut ini. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3
Tabun 1971, perumusan tindak pidana korupsi diantaranya, barang siapa dengan
melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya din sendiri atau
orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
kevangan Negara atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka

! Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidang Korporasi Berikur Srudi Kasus, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 50

! Amin Rahayu, Sejarah Korupsi di Indonesia., Amansh No.55 Th. XVII Okfober 2004/Sya’ ban-
Ramadhan 1425 H

¥ Edi Yunara, Loc cit.

31
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olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.!

Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahum 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada masa ini terdapat pengelompokan
tindak pidana korupsi yang dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan
korupsi pasif. Yang dimaksud korupsi aktif yaitu diantaranya secara melawan
hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perckonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999). Adapun yang disebut korupsi pasif yaitu pegawai negeri
atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena bearbuat
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan daengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat
(2) undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Rumusan tindak pidana korupsi aktif tersebut sesuai dengan tindak pidana
yang telah dilakukan oleh salah satu anggota KPU yaitu Mulyana Wira Kusumah
yang telah melakukan penyuapan terhadap salah satu auditor keuangan BPK
Khairiansyah Salman. Mulyana Wira Kusumah selaku penvelenggara Negara
dalam hal ini adalah penyelenggara Pemilu berusaha memberi gratifikasi atau
pemberian sejumlah vang kepada auditor BPK untuk berbuat sesuatu dalam
Jjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pengertian tentang korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memperbaiki dan
menambah korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal ifu tidak diatur
sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan hal tersebut
diharapkan mampu memenuli dan mengantisipasi perkembangan masyarakat
dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk tindak

4 hid . h. 27,
* Ihid,, h. 28-29.
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pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian
Negara "

Menurut sistem KUHP, korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum
pidana belum kita temun, hal imi berbeda dengan Negeni Belanda yang sudah sejak
tahun 1976, sudah memasukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan
dimasukkan dalam Buku | KUHP tentang ketentuan umum. Lam halnya dengan
KUHP Indonesin dalam Pasal 59 yang masih menganut pandangan bahwa
perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh orang atau manusia pribadi.” Setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka “subyek hukum™ tindak
pidana korupsi dikembangkan bukan hanya pegawai negen saja, melamkan juga
meliputi korporasi yang dapat melakukan perbuatan korupsi."

Dengan kata lain, sekarang ini kita mengenal ada 2 (dua) pelaku atan
subyek tindak pidana korupsi yaitu orang atan manusia dan badan hukum atau
korporasi, yang kedua-duanya jika melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenai
sanksi pidana sehingga diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi
perkembangan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih
efektif bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara dan
perekonomian Negara.”

Adapun perbedaan yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 31
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dapat dikatakan sebagai penyvempumnaan
adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi;

Tindak pidana kormapsi diremuskan sebagai tindak pidana formil,

Perluasan tentang perngertian pegawai negert,

Ancaman pidana diperberat dengan menentukan batas minimum dan
maksimum,

il A

* fhid., h. 31

" Mulladi dan Dwidja Privaino, Pertunggungjawahan Korporaxi Dalam Hukum Pidana, Sekolah
Tingyn Hukum Bandung, Bandung 1991 h 18

Y Edi Yunara Op Cit b 7.

¥ ibid . b 31
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5. Adanya sistem pembuktian terbalik

6. Dibeniuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melibatkan
masyarakat.'’

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan
bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan vang terorganisasi
baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum™ "' Pengertian diatas
kemudian berkembang bahwa badan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut
tidak hanya badan hukum privat tetapi badan hukum publik.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan pengaturan terhadap
tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Menurut Evi
Hartanti Penjatuhan pidana ini terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi
berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999, yaitu: »

(1) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh atan atas nama suatu korporasi, maka
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau
PenguTusSnya. )

(2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dan (4) dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat
diwakilkan kepada orang lain.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di
pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa

ke sidang pengadilan.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan
untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.

1
Ihid_ h 52-53.
"' Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1
Ayat (1)
" Evi Hananti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Semarang, 2005. h. 15.
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3.1.2 KPU Sebagai Korporasi

Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan, akan tetapi
pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok
(group), sebenamya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dan suatu
kelompok dan kedudukan individu yang terlepas dari suatu kelompok dan
kedudukan individu sebagai anggota suatu kelompok masyarakat Pada jaman
dulu perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok yang terjadi seperti
dalam masyarakat Asia kecil, Yunani dan masyarakat Romawi_ "

PﬂkmbmgmkomumimnkmNnﬁngxhagnimmdﬂmKﬂngra
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke VII tahun 1985 telah dibicarakan jenis
kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan dalam Konteks Pembangunan”,
dengan melihat gejala kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan
panmbuhmcknnunﬂdimmakorpomsihm}mkbcmﬂmdidlmm
terjadinya manipulasi pajak, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain yang
dampaknya dapat merusak sendi-sendi  perekonomian Negara.  Karena
perkembangan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka
kedudukan korporasi mulai bergeser dari subyek hukum biasa menjadi subyek
hukum pidana. "

Subyek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak
tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang.
Serta mulai dikenal di dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, semisal
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang merupakan pelengkap KUHP, oleh
karena pengaturan dalam Hukum Pidana Umum atau KUHP masih menganut
subyek hukum pidana hanya terbatas pada manusia (naturlifk persoon)

Korporasi sebagai subyek hukum tidak menimbulkan persoalan lag,
kecuahi sebagai subyek tndak pidana. Mengenai hal ini, masih banyak perbedaan
pendapat. Oleh karena itu Pembuat Undang-Undang sepakat untuk menetapkan
korporasi sebagai subyek hukum pidana. Korporasi sebagai subyek tindak pidana

"' Muladi dan Dwidja Privatno, Op ¢ii | h 22,
Y thid, b 27,
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kini telah diatur dalam Pasal 44 Rancangan KUHP. Tetapi tidak semua peraturan
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai tindak pidana,
karena harus diingat bahwa hukum pidana adalah w/timum remedium. Penggunaan
istilah “korporasi” dalam perkembangan hukum di Indonesia, merupakan sebutan
yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa
yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum
perdata, sebagai badan hukum (rechipersoon) atau yang dalam bahasa Inggris
disebut legal entities atan corporation.”

Secara etimologis kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation
(Inggris), (corporation Jerman) berasal dan kata “corporation” dalam bahasa
latin. Yang beranti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan
yang dyadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai
lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam '*

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan bukum. Badan yang
diciptakannya itu terdiri dari “Corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya
hukum memasukkan unsur “Amimus” yang membuat badan itu mempunyai
kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan suatu badan hukum
maka kecuali ciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.'”

Saat ini sebutan korporasi telah berkembang dan banyak ditemui dan
tersebar dalam buku karangan. Bahkan, dalam beberapa ketentuan aturan hukum
yang dikeluarkan pemerintah juga telah dicantumkan kata-kata korporasi,
misalnya dalam Undang-Undang No. | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas,
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
serta berbagai aturan hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan Pasal | ayat (1) vang

" Edi Yunara, Op cir, h 9.
" Muladi dan Dwija Prijatno, Op e h 12
Y ibid, b 13
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dimaksud “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum™ '

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas
dari modemnisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, modemisasi sosial
dampaknya pertama harus diakui bahwa semakin modem masyarakat itu semakin
komplek sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan
akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar
pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai,
melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas
dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperfi ini mungkin memenuhi kebutuhan
kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan
yang ditimbulkan tidak kurang banyaknya '’

A.Z. Abidin™ mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan
menyatakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling
dimasukkan functioneel daderscaap oleh karena korporasi dalam dunia modem
mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak
fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”

Keberadaan suatu badan hukum, menurut teor ilmu hukum ditentukan
oleh empat teoni yang menjadi syarat suatu badan hukum agar tergolong sebagai
subyek hukum, yaitu sebagai berikut:

#. Menurut von Savingny, teori fictte, yaitu badan hukum dianggap sama
dengan orang (manusia) scbagai subyek hukum, dan hukum juga memberi
hak dan kewajiban.

b. Menurut Brinz, teori kekayaan bertujuan, yvaitu harta kekayaannya dari
suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu, dan harus terpisah dan
harta kekayaan para pengurusnya atau anggotanya.

¢. Menurut Planiol dan MolengraafT, teori pemilikan bersama, yaitu semua
harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurusnya
alou anggotanya.

d. Menurut Otto von Gierke, teon organ, yaitu badan hukum itu harus
mempunyal organisasi atau alal untuk mengelola dan melaksanakan
kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu para pengurus dan asset (modal)

"* Undang-Undang NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Komupsi Pasal 1
Ay (10},

' Muladi dan Dwija Privamo, Op Cir., h. 28,

rbid., h. 29.
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padahadanhuhmpnvatdaupmgnms;'mgmmjndlwakﬂdanbadan
hukum tersebut pada badan hukum publik *'

Moenaf H. Regar scbagaimana dikutip oleh Edi Yunara memberi
pengertian korporasi adalah badan usaha yang keberadaannya disamakan dengan
manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi dapat memiliki
kekayaan dan wtang, mempunyai kewajiban dan hak dan dapat bertindak menurut
hukum, melakukan gugatan, dan dinmtut di depan pengadilan. Oleh karena suatu
korporasi adalah buatan manusia yang tidak sama dengan manusia, maka harus
dijalankan oleh manusia, yang disebut pengurus atau pengelola. Suatu korporas,
biasanya mempunyai tiga organ, yaitu RUPS, Dewan Komisans, dan Dewan
Direksi (misalnya perseroan terbatas). Batas umur dan korporasi itu ditentukan
dalam anggaran dasamya, pada saat korporasi itu mengakhiri kegatannyva dan
bubar.

Soeroso menyebutkan menurut bentuknya badan hukum dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu:

a. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didinkan berdasarkan
hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam
badan hukum. Seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV, badan
Koperasi, Yayasan, dan sebagainya Pada badan hukum pnvat ini yang
bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada oganisasinya
adalah pemimpm atau direkturnya.

b. Badan hukum publik, yaitu badan hukum vang didinkan berdasarkan
hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau
negara umumnya. Badan hukum i merupakan badan-badan hukum
negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang
dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang
dijalankan secara fungsional oleh badan eksekutif, pemerintah atau badan
pengurus yang diberi tugas untuk itu. seperti negara (mulai dan
pemerintah pusat, sampai pemerintah dﬁa}i lembaga-lembaga negara
(Eksekutif, Legislatif) dan mstansi pemerintah.

" Sebagaimana dikutip oleh Ferry Sunggul Munthe Lihat dalam, “Kafian Yuridis
Pertanggungiawaban Tindak Pidana Korupsi Oleh DPRD Surabaya ”, Sknpsi (Tidak Diterbitkan)
Perpustakoon Fakultas Hukum Universitas Jember, 2005, h 21-22

* Edi Yunar,Op cir, h 9

' R. Soeroso, Frrmn.ﬁmm Hukum Perdota, Sinar Gralika, Jokanta, 1999, Iy 148-149
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Dalam bukunya Dwija Priyatno™ membedakan jemis-jenis korporasi
menurut penggolongan yang dikenal di negara Anglo Saxon, terdiri dari korporasi
publik, korporasi privat, dan korporasi publik Quasi. Korporasi publik Quasi lebih
dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (public service)
contohnya di Indonesia adalah P.T. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik
Negara, Pertamina, Perusahaan Air Minum.

Berdasarkan penjelasan Soeroso di atas, apabila dikaitkan dengan fakta
bahwa KPU sebagai lembaga Negara, maka KPU termasuk sebagai korporasi
lebih tepatnya korporasi publik. KPU dapat dikategorikan sebagai subyek hukum
yang dapat melakukan hubungan hukum, maka KPU termasuk dalam kualifikasi
badan hukum (rechipersoon).

Badan hukum seperti KPU dapat dikategorikan dalam badan hukum publik
atau korporasi publik yang dapat melakukan hubungan hukum dan merupakan
subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajibannya sendiri sckalipun bukan
manusia (Person). KPU disini terbentuk sebagai badan atau organisasi vang terdiri
dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki
kekayaan tertentu yang berasal dari APBN. Untuk dapat bertindak dalam lalu
lintas hukum maka KPU tersebut diwakili oleh orang-orang tertentu yang
bertindak untuk dan atas nama serta demi badan hukum tersebut.

KPU sebagai badan hukum publik termasuk sebagmi subyek hukum
korporasi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan telah
dimasukkannya korporasi sebagm subyek hukum dalam undang-undang khusus
yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Korporasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tindak
pidana korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum.

Schubungan dengan subyek hukum adalah badan hokum  dalam
kepustakaan hukum pidana dapat ditelusuri bahwa yang dimaksud dengan
kumpulan badan hukum adalah terdin dan badan hukum privat dan badan hukum
publik. Badan hukum privat misalnya Perseroan Terbatas (PT), sedangkan badan

* Dwija Priyatno, Kebijkon Legislas! Tentang Sistem Pertonggungjawaban Pidana Korporasi Di
Indomesia, CV Utomo, Bandung, 2004 h 14-15
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bukum publik misalnya lembaga-lembaga negara (Eksekutif, Legislatif) dan
instansi pemerintah. Dengan demikian, semakin jelas bahwa KPU schagai instansi
pemerintah merupakan badan hukum publik dan termasuk sebagai subyek hukum
tindak pidana korupsi.

3.2 Pertanggungjawaban KPU atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan
oleh Pengurus-Pengurusnya

Pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam
perkara pidana. Hal ini karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti
manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian, pidana penjara
tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, karena adanya dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum,
timbul juga pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara
pidana®*

KUHP yang merupakan turunan dani Wetboek Van Straftrechs yang mulai
berlaku tanggal | Januari 1918 di Hindia Belanda mengatur bahwa korporasi tidak
dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena subyek
hukum pidana hanyalah orang perseorangan. Perkembangan keadaan di Negara
Belanda sendiri yang merupakan asal mula dari KUHP, pada tabun 1976 dalam
KUHP Belanda dalam Pasal 51 dicantumkan, bahwa korporasi merupakan subyek
hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikenakan pidana. Adapun
korporasi itu sendini yang dijatuli pidana maka pidana pokoknya adalah denda
ditambah 1/3.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum pidana,
korporasi tidak lepas dari kenyataan bahwa dalam hukum sendiri terdapat uga hal
penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga hal tersebut adalah
subyek hukum, obyek hukum, dan peristiwa hukum.*

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya si
pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

“ Edi Yunara, Op cir,, b, 28
* Ferry Sunggul Munthe, Op it h, 19,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

41

Ada suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;

adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

tidak adanya alasan pemaaf*’

Pasal 46 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2000
dinyatakan bahwa “jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi,
pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”™.
Sedangkan dalam Pasal 47 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tahun 2000 dinyatakan bahwa:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu
perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan
tmbuttetmamkdalamhnskupusahmynwbagmmmdﬂmmhndnlmn

anggaran u:nug‘ atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam kepustakaan
hukum pidana Indonesia dikenal beberapa jenis sistem pertanggungjawaban
pidana bagi korporasi, vaitu teori identifikasi (doctrin Identifikation): teor
pertanggungjawaban pidana pengganti (doctrin Vicarious Liability) dan teorni
pertanggungjawaban pidana yang ketal (doctrin Strict Liability). Namun, yang
lebih umum di terapkan adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau
doctrin Vicarious Liability,

Sejalan dengan pemikiran lersebut, Dwija Privatno menambahkan bahwa
dalam mengajukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, selain bertolak dan
konstruksi yang dipinjam dalam hukum perdata dapat juga ditambahkan dengan
ajaran  “pelaku fungsional” (functionale dader). Ajaran mengenai pelaku
fungsional im merupakan pengembangan dari ajaran “pelaku fisik” ( fisiek dader)
dalam ilmu hukum pidana. Dwija Priyatno kemudian menegaskan bahwa dengan
konstruksi yang dipinjam dan hukum perdata di atas, ditambah dengan ajaran
mengenal “pelaku fungsional” maka bagi penegak hukum di Indonesia seharusnya
tidak ada permasalahan hukum lagi untuk mengajukan suatu korporasi sebagai

Fadtli o

' Edi Yunara, Op ¢it. h 43,
* Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2000 Pasal 47 Direkiorat Jenderal Hukum dan
Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000
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tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sejauh hal itu
dibenarkan oleh undang-undang (misalnya undang-undang tindak pidana
ekonomi).*

Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagm
pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas dasar hal-hal seperii berikut, yaitu atas
dasar falsafah integralistik yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar
keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan sosial, atas dasar
asas kekeluargaan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, untuk
memberantas anatomie of success atau sukses tanpa aturan, unfuk perlindungan
konsumen, atau untuk kemajuan teknologi.”

Menurut Barda Nawawi Arief’ (dalam M. Arief Amrullah) dalam hukum
pidana, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku, yaitu
orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, akan tetapi tidak selalu
demikian, karena masih bergantung pada cara atau sistem perumusan
pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pembuat undang-undang
(kebijakan legislatif). Disamping itu Mulyatmo menulis bahwa meskipun orang
telah melakukan tindak pidana, tapi si pelaku belum tentu dapat dipidana
scbagaimana yang diancamkan dalam hukum pidana, karena juga masih
tergantung apakah dalam melakukan tindak pidana itu dia mempunyai kesalahan,

Hermien Hadiati Koeswadji, memben pandangan mengenai sistem
pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum dari segi pidana yaitu:

I. membedakan “tugas pengurus” kepada pengurus;

2. mengakui korporasi sebagai badan hukum sebagai pembuat, akan tetapi
pengurus yang bertanggungjawab, dan

3. korporasi sebagai badan hukum dapat menjadi  pembuat dan
bertanggungjawab,

* Dwija Privatno, Op cir., h. 76,

" Edi Yunara, Op i, b 31

"' M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Dalam Ranggka Perlinchangan Korban Kejahatan
Ekemomt D4 Bidang  Perbankan, (Desertasi Tidak Dipublikasikan), Surabayva Universilas
Airlangga, Perpustakaan Universitas Jember, Jember, 2002 h 210

* Hermien Hadiati Koeswndji, Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidona
Korupsi, Citra Aditya Baki, Bandung, 1994, h U5,
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Namun dalam perkembangannya belum pernah ada pemidanaan bagi
korporasi dalam praktik hukum (penegakan hukum pidana) di Indonesia. Terkait
dengan fenomena ini Dwija Priyatno mengemukakan bahwa meskipun sejak tahun
1955 dalam tindak pidana ckonomi dimungkinkan korporasi dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi sangat disayangkan yurisprudensi
tentang korporasi sebagai pelaku tindak pidana sampai sekarang tidak ada "

Padahal para hakim diberi kebebasan untuk menetapkan ruang lingkup
pertanggungjawaban korporasi dan seg hukum pidana. Apabila korporasi sebagai
badan hukum saja sulit untuk dipertanggungjawabkan secara pidana, bagaimana
dengan badan hukum publik? Hubungannya di sini seharusnya tidak ada keraguan
bahwa terhadap badan hukum publik pun dapat dijatuhkan pidana, meskipun
seringkali ditempuh jalan koreksi secara administratif

Muladi dan Dwija Priyatno” memberi batasan tentang badan hukum
publik, badan hukum itu dianggap mempunyai kekuasaan sebagai penguasa, jika
badan hukum tersebut dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat
peraturan-peraturan yang mengikat orang lain, yang tidak tergabung dalam badan
hukum tersebut. Disamping itu dapat digunakan kriteria berdasarkan terjadinya
dan lapangan pekerjaan dari badan hukum tersebut yaitu apakah lapangan
pekerjaan tersebut untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut adalah
badan hukum publik. Akan tetapi jika untuk kepentingan perscorangan adalah
badan hukum perdata.

Di negeni Belanda perdasarkan rumusan Pasal 51 W.v.S. Belanda tidak
menutup kemungkinan penuntutan terhadap badan hukum publik, seperti propinsi,
kota praja, Kantor Dana Pensim Sipil, dan Jawatan Pengniran. Akan tetapi
didalam praktek jamng terjadi penuntutan terhadap badan hukum publik. Badan
hukum publik dapat dituntut secara pidana, apabila badan hukum publik terlibat
dalam percaturan pasaran ekonomi (her economisch markverkeer), atau telah
terjadi privatisasi tugas-tugas dan penguasa. Apabila suatu badan hukum publik
melakukan tugastugasnya sebagai penguasa maka badan hukum tersebut apabila

Dtmn Privatno, Op cit, b 9
I E. %Imm Kepahatan Korporasi. Refika Aditama, Bandung, 2002, h. 36
" Muladi dan Dwija Pnvatno, Op cir, b, 104
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melakukan svatu tindak pidana maka badan hukum tersebut ndak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal itu dapat dilubat dari pertimbangan
Hoge Raad dalam “Tilburge veerkeers drempel Arrest” karena perbuatan yang
dituduhkan terhadap Kota Praja Tilburg mencakup tugas penguasa, yaitu untuk
memelihara keamanan jalan-jalan umum walaupun melanggar Paal 427 W.v.S.
Belanda. ™

Di Indonesia badan hukum publik di samping negara ada yang berbentuk
B.UMN (Badan Hukum Milik Negara) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 19 ahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 berbentuk
Perjan, Perum, dan Persero. Di samping badan-badan negara, Propinsi, atau
daerah tingkat Il/kotamdya merupakan badan hukum publik. Apakah dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana? Menurut Muladi dan Dwija Privatno®
apabila badan hukum publik tersebut sepanjang melakukan perbuatan yang
dilakukan di bidang lalu lintas perekonomian telah terjadi privatisasi dalam
melakukan kegiatannya sehari-han yang tidak menyangkut kedudukan badan
hukum terscbut sebagai penguasa, maka badan hukum tersebut dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dipidana. Apabila melakukan
suatu tindak pidana tetapi bertindak dengan kapasitas sebagai penguasa dengan
tujuan untuk memelihara kepentingan umum/masyarakat, apabila melakukan
suatu tindak pidana badan hukum tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana.

Sehubungan dengan urnian diatas, maka dalam konteks skripsi ini penulis
memberikan  batasan  yang  dimaksud korporasi  adalah setiap  kumpulan
terorganisasi yang berbentuk badan hukum, khususnya badan hukum publik.
Namun hal itu hanya digunakan dalam kajian penulisan skripsi saja agar tidak
terlalu meluas. Secara teoritik penulis sependapat dengan Dwija Priyatno yang
menyatakan bahwa dalam hukum pidana, ruang lingkup “korporasi™ lebih luas
dan ruang lingkup badan hukum dalam hukum perdata. Korporasi dalam hukum

* Muladi dan Dwija Privatne, Op cir, h 105
" Muladi dan Dwija Prvame, Op cir, h. 106,
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pidana tidak hanya kumpulan terorganisir yang berbentuk badan hukum tetapi
Jjuga kumpulan terorganisir yang bukan badan hukum.

Adapun tindak pidana yang terjadi di KPU secara teoritik dapat dikatakan
sebagai model dari “kejahatan korporasi”. Adapun pemikiran yang demikian
muncul karena adanya keterkaitan karakieristik kejahatan korporasi sebagai suatu
kejahatan oleh organisasi. Menurut J E. Sahetapy™, ada korporasi yang didirikan
secara legal dengan ftujuan legal pula, namun dalam kegiatan aktivitasnya,
mungkin atau terpaksa atau terdorong menjalankan suatu kegiatan yang kemudian
dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi merupakan salah satu bentuk white collar crime. Dani
referensi mengenai kejahatan korporasi dapat dilihat adanya berbagai istilah yang
berkaitan kejahatan korporasi, menurut Steven Box sebagaimana dikutip M. Arief
Amrullah™ yaitu crime for corporation, crime against corporation dan criminal
corporations Y ang merupakan kejahatan korporasi adalah crimes for corporation.
Adapun crimes against corparation itu merupakan kejahatan terhadap korporasi
(korporasi sebagai korban kejahatan). Sedangkan criminal corporation merupakan
korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Melibat uraian diatas, dikaitkan dengan fakta yang ada KPU, KPU dapat
dikategorikan dalam badan hokum publik atau korporasi publik yang dapat
melakukan  hubungan hukum dan  merupakan subyek hukum.  Namun
kenyataannya tindak pidana di KPU merupakan tindak pidana personal KPU
secara individu. Dengan demikian KPU hanya dijadikan sarana oleh para
pengurusnya  untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga KPU tidak
sepenuhnya memperoleh keuntungan berupa materi dan rtindak pidana yang
dilakukan oleh pengurus-pengurusnya. KPU disini sebagai korporasi yang
menjadi korban kejahatan (crimes against corporation) dimana KPU sebagai
korporasi dijadikan sarana bags para pengurus KPU untuk melakukan tindak
pidana korupsi. KPU sebagai badan hukum tidak bersalah melakukan tindak
pidana korupsi.

** 1.E. Sahenpy, Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung, 1994, h 29,
" M Aref Amrullsh, 2005, Kejahatan Korporasi: Diktar Materi Mata Kulioh Kejahatan
Korparast  Jember-Fakultas Hukum, Jember, 2005, h. 30
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Alasan tersebut diperkuat dengan adanya fakta kasus korupsi yang tejadi
di KPU berikut, pengurus-pengurus KPU sepakat untuk melakukan tindakan
penyuapan terhadap auditor BPK melalui anggotanya Mulyana Wira Kusumah
disimi sebagai ketua panitia pengadaan kotak suara. Perbuatan Mulvana dilakukan
karena adanya keinginan untuk membersihkan temuan tim audit BPK dari
ketidakberesan yang terjadi dalam mstitusinya yang berindikasi suatu tindakan
korupsi yang kewntungannya ditujukan untuk kepentingan masing-masing
mdividu pengurus KPU. Penyuapan yang dilakukan Mulyana tersebut merupakan
keingman individu Mulyana beserta pengurus yang lain, dikarenakan mereka
resah atas tindakan investigatif BPK. Menunut Ferry Mursidan Baldan® adanya
penyelewengan dalam lingkungan KPU tersebut terjadi karena tidak ada
penegasan wewenang dan tanggungjawab yang jelas bagi anggota KPU.

Terkait dengan kasus penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana Wira
Kusumah terhadap auditor BPK Khairiansyah Salman telah membuat diseretnya
beberapa anggota KPU ke pengadilan KPK bahkan majelis hakim telah
menjatuhkan hukuman tehadap pelaku tindak pidana tersebut. Putusan pertama
dijatuhkan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat kepada Mulyana
Wira Kusumah dengan vonis hukuman 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Susongko
Suhardjo 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Hamdani Amin dilukum 4 (empat) tahun
penjara, sedangkan kepada ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin yaitu 7 (tujuh)
tahum. Vonis terhadap ketua KPU ini paling berat diantara anggota KPU yang
lain.

Pembenan sanksi yang berbeda dapat disinyalir karena Nazaruddin
Sjamsuddin adalah Ketua KPU sedangkan lainnya hanyalah pengurus yang
menjadi ketua panitia tertentu dalam pemilu 2004, Pada umumnya yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah pelaku (offender), yaitu orang vang telah
melakukan suatu tindak pidana tertentu, harus memenuhi persyaratan seperti
berikut:

“ Tempo, “Agar Tak Korupst Lagt”, 4 Desember 2005, h 37. Ferry Mursidan Baldan adalah
Ketua Komusi Pemenntahan Dalam Negeri DPR
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I. Cara atan sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditentukan oleh
pembentuk undang-undang (legislatif).

2. Keadaan batin pelaku dan hubungan batinnya dengan perbuatan yang telah
dilakukan atau kesalahannya.”’

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam menjatuhi pidana kepada
anggota KPL! dak sama sesuai kedudukan dan seberapa merugikan perbuatannya
terhadap keuangan negara dan memperkaya dirinya sendin. Karena dalam
menjalankan tugasnya di KPU para pengurus mempunyai wewenang yang
berbeda dan pertanggungjawab yang berbeda pula sehingga penjatuhan pidana
juga berbeda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terhadap tugas yang
diembannya.

Adanya kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa kaitannya dengan
kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi
seperti diatas menganut paham pengurus yang berbuat maka pengurus yang
bertanggungjawab. Tindak pidana yang dilakukan oleh KPU sebagai badan
hukum dalam kasus ini tidak terbukti karena memang tidak dapat dibuktikan KPU
mendapatkan keuntungan maten dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
pengurus-pengurusnya. Keuntungan dan tindak pidana korupsi tersebut semata-
mata dutujukan untuk kepentingan masing-masing individu pengurus KPU.
Schingga KPU sebagai badan hukum atau korporasi tidak dapat dikenai
pertanggungjawaban.  Melainkan membebankan pertanggungjawaban  pidana
sepenuhnya kepada pengurus-pengurus KPU yang telah melakukan tindak pidana
korupsi.

! Moejatno, Asas-Asay Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakaria, 1993 h 39
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
yaitu:

I. KPU sebagai badan hukum publik termasuk sebagai subyek hukum korporasi
dalam tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan telah dimasukkannya
korporasi sebagai subyek hukum dalam undang-undang khusus yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001. Korporasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tindak pidana
korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun badan-badan hukum. Sehubungan dengan
subyek hukum adalah badan hukum, dalam kepustakaan hukum pidana dapat
ditelusurt bahwa yang dimaksud dengan kumpulan badan hukum adalah
badan hukum publik dan badan hukum privat. Dengan demikian, semakin
Jelas bahwa KPU sebagai badan hukum publik adalah termasuk sebagai
subyek hukum tindak pidana korupsi.

2. KPU sebagai korporasi dalam kasus ini tidak dapat dipertanggungjawabkan
atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus-pengurusnya.
Karena dalam kasus korupsi dan penyuapan yang terjadi di KPU, kerugian
keuangan yang terjadi adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan
pribadi para pengurus KPU, bukan KPU sebagai korporasi publik. Dengan
kata lain, KPL sebagm korporasi tidak dapat dibuktikan mendapatkan
keuntungan materi dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para
pengurusaya tersebut. Sehingga, tindak pidana korupsi vang dilakukan oleh
para pengurus KPU fetap merupakan tanggungjawab pribadi  para
pengurusnya.

LS5 [ vy A
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4.2 Saran

Saran yang dapat penulis tulis terkait permasalahan yang telah diuraikan

diatas adalah:

Korporasi telah diakui sebagai sebyek hukum dalam undang-undang tindak
pidana korupsi namum dalam implementasinya tidak jelas pengaturan
mmgmaikmpmasisebagaibadmhnkumﬂuhmlmdﬂg—mﬂmg
Pemberantasan Tind.akPideunmaitidnkchudiam:mﬂugﬂui
pembedaan tentang korporasi publik dan privat. Seharusnya pembuat undang-
undang mengatur pembedaan korporasi tersebut secara jelas, sehingga
penjatuhan  hukuman terhadap pelaku tindak pidana korops: yang
mengatasnamakan korporasi dapat dijangkau.

Untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi oleh para pengurus KPU
maka scharusnya dilakukan upaya-upaya yang efisien untuk memberantasnya
Misalnya dengan menggunakan upaya non penal dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi. Misalnya dengan cara memberikan penghargaan berupa
reward kepada penyelenggara negara yang bersih dari praktik Korupsi Kolusi
dan Nepotisme (KKN). Demikian sebaliknya pemerintah harus menindak
tegas para koruptor. Selama ini masyarakat telah berhenn berharap (hopeless)
karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang dibebaskan,
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Menanti KPK Mengungkap

Korupst “Berjemaah”

WAJAHNYA sedikit lebih segar. Demgan pakaion safari
berwarna gelap dilapis jaket berwarna hitam dan ber-
sandal jepit. Hamdan Amin, Kepals Biro Kenangan
KIPU. menjuwaly pertanyaan wartaiwan dengan Tuik

schelum diperiksa KPK.

EMUA  menikmati,

yah mulai dad pim-

pinan  KPU . sampai

ﬁawui harian KPUL

oknya wang KPLU

seluruhnya terlibat, ujar Ham-

dani, sambil menjelaskan hah-

wa la hanya menjalankan tugss

ri seseorang.

TAK bngeung-Langgung

anggota: KPU vang

#dalah akademisl yang sem ;

diharnpkan memiliki integritas
di atas ratu-rata orang awam
termyata jugs menikmati dana
taktis dari para relmnan KPLY
ini. Saat ditanyakan lepada
Hamdani, pria yang sehentar la-
gl memasuki mass pensiun 1ol
hanya menjawab, "¥ah, cukup
besar ya. Semuanya dapat.”
Tidak ada upaya menghindar,
bungkam seribu bahasa, seperti
yang layakmya dilakukan para
peiabat yang terlibat lasus ko
rupsi saal diperiksa KPE. Ham-
dani yang tidak didam
kuas': hl.llu.ltin itu selalu men-
jewab sambil tersermyum.
Kepada wartawan, ia meng-
aku bahwa dana taktis Rp 20
miliar yang ia kelola diperoleh

KOMPAS, KAMs,

et b

dart para rekunan KPU itu atas
perintih seseorang. Saat dide-
sak wartawan, Hamdani ticak
miau menjelaskan s Orang
Yyang memerintah itu. "Saya ki-
e Anda sudsh tabu, ya, sapa
yiang moemerintah saya,” kata
Haumclani.

Jawaban Hamdam memang
tidak mengejutkan karena toh

mash” di tubuh lembaga-lem

baga negara. Namun, yang me-
ngejutkan rahasia umum ity tak

Iagi menjadi rahazia. Korups di
tubuh EPU yang coba diungleap
KFPE telah membuktikan asum-
51 ummuam it

Sejauh ini pimpinan KPTT tak
mau menanggapi apa yung di-
utarakan Hamdeni. Beberapa
nnmaﬁmﬂﬁﬂﬂ?ﬂ%
Nazaruddin Sjamsuddin tak
mau memberikan jawaban de-
ngan alasan itu sudah mema-
subd wilayah bukum. Anggota
KFU Anss 15 dan

Valina Singka secara
mengaku tak tahu-menahu soal
dana taktis it Mereka pun

12 MEr 2o00s

mmgaku tzk pernah menerima
dana taktis (Kempas, 10 Mej
2005)

- P

RASUS korupsi di tubuh
KFU imi terkuak karena aksi
penyuapan  yang  dilakukan
anggola KPU Mulvans W Kusu—
mah kepada auditor BFE,
Khairiansyah Salman Penang-
kapan Mulyana disusul dengnn
penggeledahan  Kantor KPU
menermukan  sejumlah  petun-
juk.

Di ruangan Hamdani ditermu-
kan uang tunai dan troveller

chegue senilai Rp 2 miliar, yang

“dinkul oleh Hamdani bukan da-

ni APBN serta bukli pemin-

Vimarbar clwvguc)

Nnmtm.nunnknmnng
sudah ditangani KPK sejak 11
g s s & etk

pen n
kepada d!nwun]arm Tidak
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2003, Badan berpendapat bal-

g cli-
vl dan
Khairansyal huknnlah Gagian
dari mandat dan n
BPK dan bukan merapalkoan
putusan Badan.

Mulyana pun berercans me—
nuntut balik Khairiansyah de-
ngan tudingan Khairiansvah te-
ﬂ mengrah kepada inor

pembu-
nuhan karakter Mulyans, No-
mun, sampai selkarang langkah
hubum ini belum dilakukan.

Namun, benarkah Slulvans
dijebak atau justou inisiatil per-
temuan dan pan ini da
tang  dari m‘ dan  Sus-
sunghka?

I|il‘ilm mctihal koo s
inl, upaya penyuapan yang di-
lakukcan Panitia Hemltnn K-

pan
ﬁlmuu, bairu satu harl surat
itu diterbitlean, tanggal 9 Maret
Mulyano sudsh mengirimbosn
short message serplie (SMS)
Indsyn mengajok berterg pada

nyukan soal warn, Kali iny
wvia  Lel seluler Mulyans
L jak Khniviansyah berte-

mu di Restoran Miyama, Hotel
Borobodur, Jukeria, Mulyans
berencana datang dengan Sou-
sunghko, tetapl o dalam perie.
muan itu hadiy jugs Bulue
Bussongko  memperkenalkan
Mubar sebagal konsulbanis,
Belonjputngn, Muliser menawar
Khuirin uanyg antaon Kp
200 juta-Fop 200 § e,

Kejudinn  tersdaat  dlcoku-
renlasihan dan uga telah di-

W.m wleh pimpinan KK
Lt RPFE ™

prrms berseebail

nelepon iriansvah, i
mengajak  bertemu,  Mulyana
menyeralkon lokasl pertemuan

hl.;?:dn Khairtannyah,

rigggnl 3 Apeil Mubyvana do-
tang ke hnmar 708 Holel s
Shipl, Jukarta, Mulyana menye-
rohican unng Hp 160 juts dan
it hepada Khairisnseok
gt Lapeornn yung dilmaal lehih
propersional clan o jpuga mee
minil aar  wmsl e unear  yangd
Leiniliknst KEN dohilangian
elont laparan. Uang itu clime.
ruhiun kepada penyidik KK
Serula Jocduanga  Derencaina
berternu lugl targgal 4 April,
Nanonun, kaoem rpab Khaiian-
svah meningsad ol Sousters
Ulteis, prvrtimmin psckin Langggnl
i Latal

Faxhuanmys kembali bervtemn
Kali ini di kamar 609 Holel This,
Slpl. Mulyana menverahkan
uang tunai empat kst pecahan
seratus riba rupiah dan dua (kat
pecaban lima pulub rbu muepiahb
serta empat lembar ireceller
chegue senilat Bp 25 puta b
ngan cars meletakican di olos
tempat tidur Mulyans juga me-
myampnikan amanatl dor Soas-
ronghkn agar Khairiansyah juss
dapat membanto  meenyelesn -
kan masalah tinta sebagsimana
privlesaian pengadasn koluk
suary. Penvidik KI'K pun -
sull kamar 60§ dan menangkap
Blulyars dun s-lanjutnys diba-
wiu ke Banur KPE untuk di-
[EREL L H]

Flustas wukowmn Mulyass, Hobi-
kin, membenarkan adanys per-
temuan-pertemuan of Lempat-
tempat  erscbul  Nomun, s
men jelaskan verst Mulyana, Pa-

perleTmimn

toran Mivama, Hotel Borobu-
dur, Mulvars dan Sussongko
puidang tordebih dakhuly. Honva
tingeal Mol yanyg berblocang
dengmn Khalbnunsyah, Mulyvana
mengaku LUdak tohu apa yang
ilibicarnkan hed -

Dhun hari ke Mubsari
slun wmu.l)mn dd:ﬂ.nm ke
P ngan i ey reyova -
I.ll]»h.un bahwn pihak  suditos
werwertin rhaikl deaf au-
dit investignsi, tetapl perciu ada
‘ongkoa”  wmbohan, Mubar
oyl b angle Rp 300 ju-
e " Mulyina suat jtw kepged dan

heberatan, Tetapl, Mubas den
5

0 berusahs mevakin-
an sebab jike tidak alean bera -
b, Musbsnrd di dalam pertermuen
lermebul  mengutakan  bahwa
‘urusan dult seruhkan sjs po-
o wtyn”, Nomun, Mulyans di-
minia untuk sedikit mengoluoar-
kan vang.” wr Holskin man-
Jeolmbeinn.

Akhirnya, 3 Apeil, Mulyang
mergfumbil vang dac tabuong-
wneva ol BRI 20 quta
Bank Mandir Rp 30 juta. Ren-
CHRATY A, it horadnk n
;!l‘hhhhh ke Mubsrt  atsupuan
iwmongko “Mulyuns eckejul
knrena termynta keduama cutl
Mulyvena marah, loobk, bise be-
ginh, Karens Midvins lu ormng
Wy Lliad Laryaien, wdlan
tiangg 1t e haws, hﬂr:hmu
|uull1 wang Hp 100 futs veng
stpcdah dinermhban oleb Mubar "

kntn Robikin

Haodsiloin miembaniah
it busryis n it Mulyva -
ThE LN I-lﬂ‘h*l RS
yung  bevindilkasican  KKN

Mudyvins tdok punyn peail un-
bk memyusp audlior HPK ek -
fips memints untule menghl-
Langtean unsur pldana o dilam
wud it B Lanjut Holsikin, k-
e Mulynna honyn bertang-
sy juwab pads 1760 pessaon
At 1[::3.?::"?&;1!““ LITCT
¥ ! f=lted ﬂ-‘!.ﬁh‘klh
yﬁ tlitangunt Tiakreondo 6%, 14
prven clan OV Admas 17,18 per-

it Dwer da i Bawialh w't
Josvale Keplis Thiving  Laogiath

|

i =3
Dari [akta-fakta ini. benae-
beah Mulvarnm ojjebak? D dalam
semus aksn lev-

WE .

horugror diperiulkan pross in-
veslignu yvang peugresil. la pun
mengulip pandangan Boernerd
e Speville dalam  buokungs,
Hong Kung: Policy  hreigiatives
Agurinar Currugstion

Berkaitan dengan perwelidik -
an kasus korupsi dengan come
mienjebak inl baru-barg ind, b

wn Bangsa-Bangsa (PAB) telah
mindeluarkan boaku  petunjuk
Practical Anti Corrupton Mes-
sures fore Prosccutors and fnees

Hirupsi (Unites] Nation Con-
venLion Against Corruption) Pa-
w2l B telah pwngatar eknik
fnvesligast khusis korupsi, sa-
Lah saliumys opeeris
ik rrll.-mbnmal rp;;umr nrpu.m
Eind kasus korupsi KPL telah
Beryulin, fan penyuapan berpo-
“Tak ke Kasua Rorupst vang Tain, -
penggelolaan dana takils K1
wleh [Hamdunl sebesar tp 24
muliar
Korpadda wartawan, Hamdan
mamvetrutlan  behwa  dirings
hanya menjalankan  perintab
dari atasan, lanpa menjelaskan
:ﬂ“ Blasan yang (8 mmolesud-
an,
= Kewwa KPK Thullequrch-
“man Huki mengatakan babwas
baanus Mulyunag merupakan jatn -
W omasuk gl KFK  untuk
mengunging  Kasis  duggaan
kowrupst di KLY~ Sedoarang pin-
L sudnh terbuka, KPFK akan
terus rnmsuk " tutur Thalik

FI*R muliel roerreeticdlio dugaan
finadak gudana konupel di dalm
proses-prosss  pengadaan i
KPP, W“ “ﬁ
Capal peraadaan

myelidiban dugaan w Vo
mﬂmﬂﬂ elitasigmng wovalng

el laan
oty bl
s T ] LU L
riksa  parn  rekanan  ferkait
pemnactnan logmtik  Pemilu
2, seperctl pengadacnn kobak
sUArS, wural s, Uk, tekno-
et informash. dan sampul sura
banrm A bl g dulung oa .
E.u liserot b erweqis bl ™ Aduai-
uly h;um wm&mmw Ja b
U TIOr  Vaigg IM%
KFK? Semun berbaimp, K9
[ membernihban  paie
koruptor ~horgeaaah i
IWVIRLERT LA pIAS S S
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JARARTA, KOMPAS — Tanpa
adn tanggapan dari Komisi Pe-
milibhan Umum, hasil pemernik-
snan investigeal pengadann lo-
gistlk pemila leglslatit 2004 di-
serahkan Badan Perneriken Fe-
unngan kepads pimpinan DPH,
Kamis (21/4). Indikagi pemyim-
pangan  keuangan  mencapal
Hp 0,26 miliar Penyimpangan
terjadi di bidang pengadann ko-
tak suara, penclakan surat

suara, tinta, peng-
sdaan dan jasa tekno-
lﬂﬂliniwmaﬂmpmpdun

sumpul surat susra.

Seusal men n hasil pe-
meriksaan BPK setebal 146 ha-
laman Ketua DPR
Agung La , Kretun BPK
Anwur Nasution mengakoud,
hingem wakitu yang diteniukan

[EOMPAS] SABTU, 23 APRIL 2005

KPU belum memberikan tang-
gapan "Namun. lapomn itu
h:t.lﬁp sah” ujsrnye

| tempal tevpisah  Ketua
KPU Nazaruddin Sjamsuddin
musngiaku sudah menerima hasil
pemeriksaan BPE dan jw lang -
sung diserahkan Sek-
retariat Jenderal uniule di-
pelajar dan dikomentad. "Saye
tidak haca, soboarnng sudah ada

nnggota KPU lainnys bevhicara
di depan publik.
Rebouman suars Mulysns [t

(Sambungen darl halsmen 1)

t

dokumen yang
i peerolels Kempas, dard hasil in-
BPFK tersebut ditemu-

pejabat KFU, selatn W

di-

KPU Illn.m iﬂ;l;l y

, KS, DD,
S

sl kerugian  negara dl.t;

kotak SUSTR

B8 miliar, Burut

"Ewuhh ticdake mau kalsg seolah-
aluh ini sasaranmya ormng per
arnng,” kuts Ferry,

Krtua Komiel X1 DR Pageah
Sapettn yang ot mendampingg

diperdengurkan anakomys, Gins
Sintayana, i Media Cmt_n-
Sunrm Mubmna direkam pads
hari yang sama i Rumah Ta-
hanan Sabemba  “Sesus) o de-

Jowabirva, se-
haruswys  Hetus HPMY  ddak
membiarkan citra institus yang

diba melalul kinerja de-

pubilik® ujar Mulysna lagl

Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan
'di KPU Mencapai Rp 90,26 Miliar

Laksono meryampaikan loepa -
du pers bahwe dori hasi suwdi
imvestigas BPK  ditesulon
Nmmmmh
butkan

terkait dengsn  masalab  pe
nylmpangsn (1T -t

(Baorsamburng ke hai L1 kol 1-4)

T

Baca juga halaman 37-44

Hasil Audit BPK: Penyimpangan Keuangan di KPU

Agung Laksano memyatalkan,
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Nazaruddin

Divonis 7 Tahun

Ketua KPU: Kalau Ikuti Alur Pikir Majelis, Pemilu Presiden Juga Tidak Sah

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Komisi Pemilihan Unum
Nazaruddin Sjamsuddin, Rabu (14/12), dijatuhi hukuman
tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nazaruddin terbukti
korupsi dalam pengadaan asuransi kecelakaan diri
sehingga merugikan keuangan negara Rp 508 miliar.
Fokl (y

Majelis hakim yang dipimpin an Komisi Pemiliban Umum
Kresna Menon juga memerintah-  (KPU). Jika dabam sebulan ang
kan Nazaruddin membayar uang pengganti o tidak dibayar, ke-
pengganti Bp 508 miliar secars  laynan Nazaruddin akan disita,
tanggung renteng dengan Ham- Meski putusan tersebut lebily
dani Amin, Kepala Biro Keuang-  rendah i

bulan penjara, dan Hamdani di-
bukum empat tahun penjarn

Sidang pembacaan putusan ity
diwarnai teriakan, tepuk tangan,
dan cemoohan penguijung, Saat
pembacaan putusan bary ssmpai
pads tuntutan jaksa, seorang
anak Nazaruddin berteriak-teriak
emosional, Namun, ia ditenang-
kan ibunya, Nurnida Sjamsuddin.
Sidang pun kembali hening

Saat majelis hakim memba
cakan vonis tujuh tahun penjara,
Nurnkla mengucap, "Masya Al-
lah. Gily ya" B!"h'ﬁl[!l pengun-

| Jung sidang langsung kasak-ku-

sk Beherapa di antaranya ber-
komentar batwa majelis hendak-
nys belajar masalah asuransi
Ketikea akhirmp  Nazanaddin
menyatidan banding, ruang si-
dang diriuhkan oleh tepuk tangun
Penigln ung,
Penunjukan langsung
Majelis menilai perbuatan Na-
zaruddin menandatangani per-
janjian kerja sama n
asuransi kecelakaan dir
FT Bumi Putera Muda (Bumida)

(Bersarnbung be bl 15 kol 4]
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KOMPAS, KAMIS, 15 DESEMBER 2005

mZQNQEQ&z Divonis 7 Tahun

N,E_a!a.l_i_!.la_

melalui penunjukan langsung
merupakan perbuatan melawan
hukum. Pengadaan asuransi un-
tuk lima juta petugas pemilu de-
ngan total premi Rp 14,8 miliar
itu dinilai bertentangan dengan
Pasal 10 Ayat (1), Pasal 20 Ayat
(4), dan Pasal 2 Ayet (2) Ke-
putusan Presiden No 80/2003.

Dari kegiatan itu, majelis me-
nilai negara telah dirugikan Rp
14,193 miliar. Kerugian dihitung
dari premi asuransi yang diba-
yarkan negara (Rp 14,8 miliar)
KPU sebesar Rp 607 juta. Majelis
hakim memerintahkan Nazarud-
din mengembalikan uang Rp
5,032 miliar sesuai dengan diskon
yang diberikan PT Bumida untuk
KPU. Dakwaan pertama jaksa,
Nazaruddin melakukan korupsi
dan memperkaya diri sendi-
ri/orang lain/badan usaha, telah
terbukti.

Dakwaan kedua, yakni mene-
rima hadiah atau janji dari orang
lain yang patut diduga hadiah

tersebut berhubungan dengan ja-
batannya, juga terbukti. KPU te-
lah menilai uang dari rekanan
KPU antara lain dari PT Astra, PT
Bumida (dalam bentuk diskon),
PT Pos Indonesia, dan PT Darma
Bandar Mandala, Berdasarkan
keterangan saksi, penerimaan da-
na rekanan direncanakan dalam
dua kali rapat, yaitu rapat di
Puncak dan di Jakarta. Alasan-
nya, untuk meningkatkan kese-
jahteraan anggota dan staf KPU,
Selanjutnya Nazaruddin meme-
rintahkan Hamdani Amin me-
nerima, menyimpan, dan mem-

bagikan uang tersebut kepada.

anggota KPLL

Majelis menilai, hal-hal yang
meringankan Nazaruddin adalah
selaku Ketua KPU ia sukses me-

e pemilu yang
mendapat penghargaan nasional
dan internasional, belum pernah
dihukum, dan selama persidang-
an berlaku sopan.

Seusai sidang Nazaruddin
mengkritisi alur pikir majelis
yang menilainya bersalah me-
nandatangani surat kerja sama

penutupan asuransi karena tidak
dilakukan dalam rapat plenc.
Apabila itu dinilai keliru, maka
majelis hakim juga menilai pu-
tusan lain yang dibuatnya tanpa
rapat pleno kelirw

*Padahal, itu bukan satu-sa-
tunya tindakan atau kebijakan
saya selaku Ketua KPU yang di-
buat di luar rapat pleno, Begitu
banyak kebijakan yang dibuat ka-
rena situasi mendesak tidak me-
mungkinkan bagi saya mengun-
dang anggota KPU hadir dalam
rapat pleno. Salah satunya adalah
menyatakan berlakunya surat
suara tembus pada pemilihan
presiden pertama,” ujarmya.

Jika mengikuti alur pikir ma-
jelis, lanjut Nazaruddin, kepu-
tusan memberlakukan surat sua-
ra tembus juga tidak sah. Ini

berarti pemilihan presiden kedua

juga tidak sah sehingga harus lLitik’

diulang.

Ditanya mengapa Nazaruddin
menyamakan dua hal yang ber-
beda, ia mengatakan, hal itu di-
lakukan setelah majelis menyam-
paikan fakta bahwa kebijakannya

menutup asuransi adalah tidak |
sah. "Maka, saya juga menyam-
berlakuan surat suara tembus
dua lubang yang seharusnya tidak
sah menjadi sah juga dilakukan
tanpa rapat pleno,” ucapnya.

Anggota tim penasihat hukum
Nazaruddin, Nurhasyim Ilyas,
mengatakan, hakim telah mela-
kukan penerapan hukum yang
tidak tepat. "Tidak ada maksud
jahat Nazaruddin. Beliau hanya
tanda tangan surat yang ada di
atas mejanya yang sudah diproses
sekjen,” ujarnya

Ketua Komisi III DPR Tn-
medya Panjaitan (Fraksi PDI-E,
Sumatera Utara I[) menilai per-
nyataan Nazaruddin bahwa pe-
milu harus diulang adalah ber-
lebihan. *Ini korupsi. Pernyataan |
Ketua KPU itu pernyataan po- |

F,Emaﬂg_sh Agar ZE-“

sebenarnya terjadi di KPU. "Se-
akan-akan karena ia mengelimi-
nasi kasus, ia terkena hukumar
berat,” Katanya. (ANA/BEDM)
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Problem Hukum Dugaan Korupsi di KPU
Oleh Denny Indrayana

PEMILU yang jujur, adil, dan bersih dan praktik korupsi adatah prasyaral
pertama dan utama bagi hadimya demokrasi di suatu negern. Karena itu,
indikasi korups! yang menguat di Komisi Pemilihan Umum, sabagai

lembaga penyelengpgara pemilu, berpotensi kuat memukul proses menuju
demokrasi di Tanah Air

Dulu, di masa awal kepemimpinannya, Nazaruddin Sjamsuddin
mendekiarasikan bahwa tidak akan ada korupsi di KPU. Dengan legas dia
berikrar, jangankan menjadi tersangka, manjadi saksi kasus korupsi pun
tidak akan terjadi. Namun, sayangnya, mimpi buruk itu kelihatannya
hampir menjadi kenyataan. Dugaan adanya korupsi di KPU menjadi berita
yang menghentakkan Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir
Nazaruddin sendiri sudah resmi menjadi tersangka kasus karupsi

Bagaimana konsekuensi hukum dari kemungkinan adanya korupsi di KPU

tersebut? Tulisan singkat ini akan menjawab baberapa pertanyaan
mendasar tersebul,

Keabsahan Pemilu 2004

Apabila korupsi di KPU memang terbukti terjadi akankah berpengaruh

| terhadap keabsahan hasil pemilu eksekutif dan legislatif 20042

Jawabannya: tidak mungkin secara yuridis, tetapi mungkin secara politis
dan sosiologis. Secara yuridis hasil Pemilu 2004 sudah tidak dapat
dipermasalahkan lagi keabsahannya Satu-satunya kasempatan untuk
mempermasalahkan hasil pemilu adalah melalui peradilan sengketa hasil
pemilu di hadapan meja merah Mahkamah Konstitusi

Secara konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
sengketa hasil pemilu adalah final and binding maka, setelah putusarn
dikeluarkan semua pintu hukum untuk mempertanyakan keabsahan hasil
pemilu sudah terkunci selamanya, dan tidak mungkin bisa dibuka kemball

Meski secara yundis kemungkinan korupsi tidak akan berpengaruh
terhadap keabsahan Pemilu 2004, namun tetap saja masalah korups
tersebut akan berdampak secara polilis dan sosiologis, Secara politis,
para alite akan terus menjadikan isu korupsi KPU untuk kapantingan

Berita Lainnya :

= TAIJK RENCANA
* REDAKSI YTH

= Almurditas Intelektual
. Frofem Hukum Dugaan
Kanupsi g KpyY

. Iragedi Regonal, Solusi
Global

. PEmbangunan
Infrastruktiur untulk S

* Infrastruktus

. Indonesia dalam Perang
Modemn

* BQIOK


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

posisi tawar politiknya, misalnya dengan terus mempertanyakan
keabsahan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang
notabene adalah hasil pemilu presiden 2004. Secara sosiologis,
masyarakat akan terus mengkritisi hasil Peamilu 2004,

Masalah Hamid Awaluddin

Berkait dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin-mantan
anggota KPU-yang mungkin tersangkut kasus korupsi KPU tersebut,
langkah apakah yang dilakukan oleh SBY? Pemyataan SBY yang akan
memberhentikan sementara Hamid jika Komisi Pemberantasan Korupsi
}r'““mm {KPK) menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sudah tepat

]"“-"“"""-"- i Dasar hukum penon-aktifan itu juga sangal kuat. Dalam pasal Ayat (1) e

1k UU tentang KPK diatur bahwa KPK berwenang mengajukan usulan
pemberhentian sementara kepada pimpinan atau atasan dan seseorang
yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberhentian sementara itu sekaligus merupakan sinyal kuat kepada
publik bahwa SBY memang serius dalam melakukan pemberaniasan
korupsi secara progresif dan sangat luar biasa. Dangan paradigma sangat
luar biasa tersebut prosedur lama, bahwa seseorang baru diberhentikan
jika terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, sewajibnya ditinggalkan. Selain bertele-tele karena

rl"""""' lkan memakan proses yang bertahun-tahun, metode pemberhentian

| Wasmal konvensional tersebut cenderung tidak efekti.
Interor

|T anith Alr Seorang pejabat negara yang berstatus tersangka kasus korupsi dapat
R  mempunyai kesempatan untuk tidak hanya menghilangkan alat bukt,

: tetapi lebih jauh memeangaruhi proses hukum perkara yang menimpanya.
Tarlabih jika pejabat yang terbelit kasus tersebut itu berposisi sebagai
Menteri Hukum dan HAM, yang tentunya memiliki akses kuat terhadap
proses hukum di Tanah Alr. Karena itu, pemberhentian sementara Hamid
Awaluddin-jika yang bersanghkutan berstatus sebagal tersangka-adalah
suatu keniscayaan.

Ill'l'llqll'ﬂj Kompas

h\'nrll.l!u. Redaks

Penon-aktifan itu juga merupakan eksekusi dan dua kontrak politikc
partama, kontrak antara SBY dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang
mencalonkannya dalam putaran kedua pemilihan presiden, yang salah
safu poinnya adalah SBY akan memberhentikan menter-menterinya yang
melakukan korupsi; dan kedua kontrak antara SBY dengan para
menterinya sendiri bahwa |ika tidak bisa menjaga integritas anti-korupsi
maka menteri yang bersangkutan akan diganti

Lebih jauh, pemberhentian tersebul idak melanggar prinsip hukum
presumption of innocent. Jika Hamid Awaluddin temyata di dalam proses
peradilan diputuskan tidak bersalah maka nama baik dan posisinya
sebagal menteri harus direhabilitasi. Dulu, sebelum terbentuknya
pengadilan tindak pidana korupsl, proses rehabilitasi itu mungkin baru
akan terjadi dalam jangka waktu bertahun-tahun kemudian, setelah
putusan kasus korupsinga mempunyal kekuatan hukum tetap

Jika hal itu terjadi saat ini amat mungkin kerugian moril dan matenil Hamid
sudah terjadi, dan sangat mungkin pula masa kerja Kabinet Indonesia
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Bersatu sudah berakhir, sehingga Hamid dirugikan karena tidak
mendapatkan lagi posisinya sebagai Menter Hukum dan HAM. Namun,
kini melalui proses peradilan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai
prosedur beracara jauh lebih cepat dibandingkan peradilan pidana biasa,
kelambanan proses persidangan tersebut dapat diatasi dan posisi Hamid
sebagai menteri masih mungkin dikembalikan jika yang bersangkutan
tidak terbukti korupsi.

Di masa datang, untuk melindungi kepentingan publik sekaligus
mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak pribadi seseorang yang
disangka korupsi-padahal di pengadilan terbukti tidak bersalah, maka
untuk pejabat negara perlu diciptakan sistem peradilan yang lebih cepat
lagi-tidak cukup hanya dengan pengadilan khusus tindak pidana korupsi.
Artinya, periu diadopsi kembali konsep forum previlegiatum ke dalam
sistem peradilan kita sebagaimana dulu pemah ada berdasarkan
Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

Melalui forum previlegiatum proses peradilan pejabat negara disidangkan
satu tingkat untuk pertama dan terakhir di Mahkamah Konstitusi. Tetapi,
pengadopsian forum previlegiatum ini hanya mungkin dengan mengubah
UUD 1945, yang artinya akan memakan waktu lama dan belum tentu
terbentuk, tergantung aspirasi politik yang berkembang di MPR sebagai
lembaga negara yang berhak menetapkan dan mengubah konstitusi

Struktur KPU

Apakah sekarang perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu} untuk mengantisipasi penggantian saluruh atau
sebagian besar anggota KPU? Saya berpendapat, unsur kegentingan
yang memaksa sabagai alas konstitusional perunya Perpu tidak nyata
nadir dalam kasus KPU ini. Di dalam UU Pemilu legislatif ditegaskan
bahwa anggota KPU sebanyak-banyaknya adalah sebelas orang, dan
karenanya kalau yang tersisa masih tiga orang anggota KPU sekalipun,
undang-undang tidak mewajibkan penambahan anggota baru, apalag
penggantian seluruh anggota KPU,

Terlabih, masa jabatan anggota KPU periode sekarang akan berakhir
pada tahun depan, dan tugas besamya yang belum selesai adalah
mengevaluasi kerja Pamilu 2004, Berkait dengan pilkada, KPU
berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi
tidak mempunyal kewenangan sebagal penyelenggara

Mengeluarkan Perpu untuk mengganti seluruh anggota KPU di masa kini
akan membuka peluang intervensi kepentingan politik dar unsur-unsur
parpol yang ada di legislatif ataupun di eksekutif yang selama ini
dikecewakan dengan sikap tegas KPU selama menyelenggarakan Pemilu
2004, Adonan sulit yang harus dibual karenanya adalah terus melakukan
upaya penegakan hukum antikorups: dengan tidak membuka peluang
kemungkinan hancumya independensi KPU Jangan sampai muncul
pemikiran untuk "membumihanguskan” KPU sebagal institusi. Yang salah
adalah personal-personal yang melakukan suap, melakukan korupsi;
tetapi institusional KPU harus terus dipertahankan sebagal salah satu
sistem pemilu yang telah relatif sukses menyelenggarakan Pamilu 2004
Ibaratnya, janganlah karena ada tikus, maka selurih lumbung padi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dibakar.

Akhimya, kepada KPK harus didorong untuk terus membongkar korupsi-
korupsi yang jauh lebih sistemik dan kakap dibandingkan kemungkinan
korupsi di KPU. Karena, pembongkaran dugaan korupsi di KPU hanyalah
satu langkah awal. Publik masih terus menunggu beranikah KPK
membongkar kasus-kasus dugaan mega-korupsi di pusat kekuasaan,
pusat keuangan dan pusat kekuatan, Tiga pusat itu disimbolkan oleh
"istana”, "cendana"” dan “pemilik senjata”.

Denny Indrayana Dosen Hukum Tata Negara UGM, Anggota Dewan Etik
Indonesian Court Monitoring

wemﬁ m:i'm

p://www kompas.com/kompas-cetak/0505/26/0pini/1774255 htm
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& RUU KPU

e NSO AL T ——

Agar Tak Korupsi Lagi

DPR menargetkan pembahasan RUU Penyelenggara Pemilihan
Umum selesai akhir tahun, Wewenang anggota KPU akan
dipangkas.

di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, ter-
lihat berbenah pelean lalu. Bebe-
rapa baginn bangunan tampak se-
dang direnovasi. Bangunan kukuh yang

G EDUNG Komisi Pemilihan Umum

. biusanya tak pernah sepi dari kurumun-

en warlawan o seperti bersiap me-
nyambut sesuaty.

Scbunh Rancangan Undang-Undang
(RUL) Penyelengpara Pemilihan Umum
memang sedang digodok di DPR. Se-

" bush perangkar hukum yang aken khu-

sus mengatur para "penghuni® gedung
KPU itw. Rencananys, skhir tahun ini
undang-undang tersebul sudah tuntas
dibahas dan siap diundanglean.

Kabar itu pula yang membuat sekitar
300 pegawal negeri di KPU, yang ber-
naung di bawsh Dalam Ne-

undang itu nantinya n Marnp
mengubah nasib mereka di KPUL
Memurut seorang pegawai yang tidak
mau disebut namanya, selams ini para
k n sering kesal dengan mutasi
mwmnm departemen in-
duk mereka. Keputusan pemindahan itu
tanpa melalui restu EPU, bos
para pegawai ftu sendiri. "Tahu-tahu
ada orang luar menjadi kepala bagian,”
kata sumber itu, Kamis pelcan lalu,
Kekesalan lain adalah soal gaji pege-

mlmmﬁmdiﬂﬂ:urmﬂ@ﬂium
mﬁmidanumgkmulﬁm
men Dalam Negerl. "Kami tidak pernah
bisa memanfastkan polongan tiap bulan
itu,” kata salah satu pegawai KPU,

Kehmnitumggummg,ﬁmmat
pula terlontar ide mereka untulk melaku-
kan referendum soal status jtu Bel:ngt-h
an menginginkan sistem kepegawaian
mereka lerpisah dari departemen. Pen-
dapat lain, mereka ingin dikembaliksn
sebagai pegawai negeri sipil di Departe-
mﬁ:ﬁdukpuunﬂm itulah kini

an i yang S

dang dibahas wakil rakyat. Dalam pasal
15 ayat 3 RUU tentamg KPU, dijelaskan
bahwa kesekretaristan KPU mandirj,
tak lagi di bawah departemen. Status
ftu mirip kesekretartatan lembaga nega-
ra seperti DPR.

AU tersebut, tentu saja, tidak hanya
membahas soal pegawai KPU. Mernirut
Hetua Komisi Penerintahan

dun pega-
dan mengurangi sengketa teriait
ngan pemib di pusat sampai ke pelosol,

Peranghai hukom it dimaksudkan un-
tulke mengelimingsi terjadinya kasis-ka-

penyelewengan terja-

Collear itw. Aturan jtu kini dicantumbkan
dalam rancangan undang-undang.
RUU tersebut jugs memuat pemben-
tukan Baden Pengawas Pemilu, yang
positinya sederajat dengan anggota
KPU. Pasal ini nkan membuat anggota
Komisi tidak seperkasa dulu Anggota
Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan
sebagaimana anggots Komisi. Badan it
juga berhakmereknmendasikan permiber-
h?;:l;:mnh‘ummxmnﬁ
mass lalu, pengawasan ih-
an umum dilelaklan di mmﬁhﬂ
Pengawasan &m‘ljhmtl.hmm. yang ti-

na itu, kemampuan panitia pengawss
bak mazan

Rencana "mulia™ anggots Dewsn un-
tuk segera melahirkan sebuah undang-
undang lentang KPU itu ditanggapi se-
cars beragam. Ray Ranghouti, Direlctur
Elsekutif Lingksr Madani, misalnys,
mengzaku pesimistis anggota DPR mam-
pu menyelesaikan undang-undang ter-
sebut akhir tahun ini. Pasalnyn, sast ini
pemerintah dan DPR masih disfbulk-
kan urusan pembahasan RUU ten
Nanggroe Aceh Darussalam dan pemi-
lihan kepala daerah dl Irian Jaya Barat.

Persoalan lain yang menghadang ada-
lah, proses pemilihan enggota KPU
2006-2011 harus dirulai awal tabun de-

Memurut Direktur Jenders] Kesatuan
Bangsa dan Politik Departemen Dalam
Negeri, Soedarsono Hardjosoekarto, ma-
ealah mendasar dalam pelaksanaan pe-
mily adalah sistem yang belum bagus.
"Itu sebaboya ada celah untul melaku-
kan korupsi” kata dis,

e e

TEMI'O, 4 DESEMBER 2005
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derita Yang lalu
IMonomi

Imu Pengetahuan
rargelaran

utlio Visual

Politik & Hukum

Sabtu, 30 April 2005

BPK Harus Serahkan Audit Lengkap KPU

Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan belum juga menyerahkan
ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil audit menyeluruh
ataspengelolaan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilinan Umum
(KPU) terhadap anggaran penyelenggaraan Pemilu 2004. Padahal
permintaan DPR kepada BPK sudah diajukan hampir sstahun lalu.

Hingga kini, BPK belum juga menyelesalkan audit KPU secara
menyeluruh, seperti yang diminta DPR. Karena itu, anggota Kamisi [l
OPR Trimedya Pandjaitan mengharapBPK agar menyelesaikan audit
tersebut dalam wakiu secepatnya. Dia khawatir apabila BPK lamban maka
akan timbul kesan di masyarakat seclah-olah BPK tidak serius melakukan
tugasnya meneliti indikasl korupsi di KPU dengan niat menyalamatkan
orang-orang tertentu

"Saat ini, kita bisa saja positif menganggap bahwa BPK belum
menyerahkan hasil audit menyeluruh karena masih memeriukan waktu
panjang. Tapl, bisa lertangkap kesan juga ada upaya menyelamatkan
orang tertentu. Kenapa dengan wakiu yang sedemikian panjang, BPK
belum juga bisa memberi laporan utuh. Ini ada apa?” papar Trimedya
Fandjaitan kepada Kompas, Jumat (20/4)

Seperti diketahui, hasil pemeriksaan investigatif tentang pengadaan
logistik Pemilu yang diserahkan BPK kepada DPR 21 Aprl 2005 lalu
hanya merupakan sebagian kecil saja dan seluruh hasil audit terhadap
KPU. Laporan BPK itu baru mengaudit lima hal yang ditangani KPU yaitu,
pengadaan logistik, yaitu kotak suara, surat suara, tinta, teknologi
informasi, dan sampul surat suara

Laporan BPK itu, sama sekall tidak menyentuh audit atas pengadaan
logistik kartu pemilih, kertas surat suara, bilik suara, validasl film, serta
segel. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu Presiden pun belum
tersentuh sama sekali

Trmedya mulal mencium adanya upaya mengulur-ulur waktu, buying time,
dalam pengungkapan adanya dugaan korupsi di KPU. Dia menduga hal
ini terjadi karena kasus korupsi KPU sarat dengan kepentingan politik

“Kelihatannya ada kegamangan dalam mengungkap indikasi korups! di
KPU ini. Bagl saya, wakiu liga minggu uniuk mengungkap kasus

Berita Lainnya :

. Megawatl Segera “Recall”

Anggota GP PDI-P

. Farpol Disiriminatl

. Abwl Jamin Kantommys
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penyuapan, sudah sangat lama,” tandas Trimedya yang juga berlatar
belakang pengacara itu.

Menurut Trimedya, kasus korupsi di KPU bisa menjadi ujian untuk menilai
pemerintah apakah benar-benar serius memberantas kKorupsi atau tidak
“Kasus KPU ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah. Kalau mau
tunjukkan delapan jurus, mulai dari sini karena kasus KPU sarat dengan
kepentingan politik," tegasnya.

Pansus

Anggota Komisi || DPR Tumbu Saraswati juga merasa heran dengan
kinerja BPK yang juga belum menyelesaikan audit menyeluruh terhadap
penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilu

| ik Seingat Tumbu, permintaan Komisi 1| DPR lalu pun terhadap BPK, tidak
Pendidikan hanya untuk melakukan audit pada pengadaan lima logistik Pemilu tapi

secara menyeluruh. “Yang diminta Komisi Il Periode 1999-2004 pada BPK
F.-.. {aktika adalah keseluruhan audit,” tandasnya.
Plxel

Bingkai Dia juga berhapar KPU bisa menyerahkan laporan menyeluruh itu

can secepatnya karena wakiu yang diberikan sudah cukup lama. "Kalau di
encrit-endit, bisa menimbulkan kesan BPK pilih kasi, Apalagi seluruh
pengadaan logistik pemilu itu diputuskan pleno. BPK harus membeberkan
keseluruhannya,” tandasnya lagi.

Dengan segera terselesaikannya audit menyeiuruh KPU, BPK pun secara
tidak langsung mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi di
KPU, tidak terombang-ambing seperti saat ini. (sut)

Dresign By KCM
Copynght © 2002 Harian KOMPAS
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LBH: Setelah Mulyana, KPK Harus Prioritaskan
KPU

Jakarta, Sabtu

Direktur Lembaga Bantuan Hukum " e
{LBH) Jakarta, Uli Parulian Sihombing, Kirim Teman | Print Artikel
mengatakan, dengan penangkapan
Mulyana W Kusumah maka Komisl
Pemberantasan Korupsi (KPK) harus Berita Terkait:
mempriortaskan penyelidikan dugaan

korupsi yang terjadi di Komisi + Mulyana Akan Satu Blok dengan
Pemilihan Umum (KPL). Puteh

"KPK harus mempriodtaskan pada = KP K. Benarkan Penangkapan
lingkal periama penyelidikan perkara Mulyana

korupsi di KPU," kata Uli Parulian
Sihombing yang dinubungi di Jakaria, * KPK Tahan Mulyana W Kusumal
Sabtu (9/4) malam berkaitan dengan
penangkapan anggota KPU, Mulyana
W Kusumah karena usaha penyuapan
kepada pegawai negeri,

Uli mengatakan, Kpalisi LSM unfuk Pemilu yang Bersih dan Berkualitas, meminta
KPK untuk menyelidiki lebih jauh anggota KPU lain dan anggota Sekretariat Jenderal
KPLU, "Koalisi masyarakal akan mendesak KPK untuk lakukan penyelidikan dugaan
korupsi di KPU," kata U,

Koalisi juga meminla KPK dapat berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi unluk
mencekal anggota dan Sekjen KPU serta memblokir rekening mereka. "Mendagn
dapal menonakdifcan anggota KPU, sampal ada putusan dad pengadilan yang
menetapkan status anggota KPL," kata LYj.

Uli menilai dengan adanya percobaan penyuapan oleh Mulyana, makin menguatkan
indikasi adanya korupsi di KPU. "Dengan adanya usaha Mulyana uniuk menyuap,
semakin kuat mengindikasikan dugaan korupsi di KPU. Mengapa Mulyana manyuap?
Masyarakat bisa menilai adanya korupsi di KPU benar-benar ada,” kata Ul
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pada pemilihan presiden putaran pertama dan kedua.® kata Uli.

WWWHMMMnWMMnm pamilu
seperli kotak suara, pada Teknologi Informasi (Tl) pemilu dan pada pengadaaan
mobil KPU. Dengan penangkapan Mulyana, menunut Ui, menjadi nilai positil bagi
kinerja KPK di mata masyarakat,

Menyedihkan

Dihubungl terpisah, anggota Komisi 11l DPR Almuzammil ¥ usuf meangatakan,
penangkapan dan penahanan Mulyana sangal menyedihkan karena hal ity tenadi
pada orang yang cukup "berbobot® dalam kapasitas iimiah. “Anggota KPU ity adalah
orang-orang yang lerseteksi bukan hanya karena kapasitas ilmiah tetapi juga
moralitas. Kalau benar terbulkti, ini tentu sangat kita sedinkan karena hal fty bisa
teradi untuk crang sekelas Mulyana,” katanya.

Almuzammil mengatakan bahwa proses hukum lerhadap kasus Mulyana harus
dilanjutkan sesuai prosedur karena lidak ads yang kebal hukum. Justry kalay kasus
ini bisa diungkap lebih jauh, katanya, maka bagl pemerintah akan memperkuat
slogan pemberantasan korups,

“Sekarang Ini yang ditemukan baru individu anggota KPU, jadi sulit bicara soal
institusi KPU-nya, karenanya penyidikan tebih lanjut yang akan membuktikannya,
sekarang ini kita masih berpegang pada asas praduga lak bersalah * katanys ketika
ditanya kemungkinan insitusi KPU terlibat kasus penyuapan tersebut,

Jika benar Mulyana leangkap langan berusaha menyuap pegawal negen, lanju
Almuzammil, maka berarti Mutyana telah melanggar pasal 5 UU No.31/1999 lentang
Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maskimal lima tahun
penjara.{Ant/Nik)

patkan berita KCM melalui: SMS - WAP/GPRS _ ‘Tampilan terbaik dengan browser LE 5.5 atau
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KPU dan Korupsi

Jakarta, KCM

PERANG melawan korups sera

panyelewengan uang negara pada PR ™ S|
pemerimahan Sustio Bambang

Yudhoyono-Jusuf Kalla makin gencar dan

galak. Berbagal upaya dilakukan untuk mencegah dan memberanias korupsi,
mengejar koruplor yang kabur ke luar negen sera membuka kasus lama umiuk
difinjau ulang.

Kasus dugaan penyimpangan kredil di Bank Mandirl, membual bank ini menjadi
sorolan masyarakat. Sebagal bank beraset terbasar di Tanah Adr, Bank Mandii kind
digan|al kredil macet. Dalam RUPS Bank Mandir beberapa wakiu lalu, disetujul
perombakan jajaran direks! serfa mengganti ECW Neloe, | Wayan Pugeg sera M
Sholeh Tasripan yang telah ditelapkan sebagai lersangka oleh Kelagung terkait
dugaan kredit macet.

Apa yang lerjadi di Bank Mandin sangat erai dengan kera para bankir dalam
mengelols dana sera menyalurkannya dalam bentuk kredil. Kedua tugas ini lelah
memilikl aturan sera rambu-rambu yang jelas sehingga para bankir bia berindak
sesual aturan dan profesional tak akan teradi penyelewengan, apalagi berurusan
dengan aparat panagak hukum

KINI perhatian publik lertuju kepada kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPL)
Berita penangkapan Ketun KPU Nazaruddin Sjamsuddin oleh Komisli Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada Jumat (20/5) lalu semakin memprihatinkan kita. Bagaimana
ticdak, sebuah lembaga yang betul-betul berwenang dan Independen datam
manyslenggarakan pemilu di Tanah Alr lerfill kasus korupsi

Penangkapan lerhadap Nazaruddin yang kinl ditahan di Polda Metro Jaya merupakan
kelanjulan dan penahanan anggota KPU sebelumnya. Awalnya, penyuapan terhadap
anggola Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian lembaga ini disibukkan oleh
keberadaan dana laklis yang diduga mengalir ke seluruh anggota KPU

Selain menstapkan Nazaruddin sebagal tersangka, KPK juga telah menetapkan hal
yang sama terhadap Mulyana W Kusumah (anggota KPU), Sussongko Suhardjo
(Pelaksana Haran Sekjen KPU), dan Hamdani Amin (Kepala Biro Keuangan KPU).

TUGAS pemerintah tidak gampang dalam melswan korupsl dan menyelamatkan
uang negara. Sampai-sampal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta
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dukungan rakyat untuk mencegah dan memberantas korups: di Indonesia. Korupsi
harus dibasmi, kila setuju. Korupsi menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu
bangsa terkorup dan predikat memalukan ini harus dihilangkan,

Kasus korupsi di tubuh KPU harus diperiksa secara adil. Kalau memang terbukdi
anggota KPU bersalah, maka harus dihukum, Mamun jika tdak terbukdi, segera
dibabaskan. Pasainya, penahanan terhadap Nazaruddin, Mulyana, Sussongko dan
Hamdani jelas mengganggu tugas KPU, Padahal KPLU berwenang memben supernis
kepada KPUD yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara
langsung mulal Juni mendatang.

Kita tidak ingin pemeriksaan terhadap para anggola KPLU oleh KPK mengganggu
pelaksanaan pilkada, Untuk itu berbagai langkah penyelamatan perdu dilakukan
pemerintah agar tugas KPU tidak tersendat. (™)

Berita Lain:

Dapatkan berita KCM melalui; SMS - WAP/GPRS Tamgslan terbaik dengan browser 1E 5,5 atau
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SUARA PEMBARUAN DAILY

Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh
Bulan

] Pembarvuan/Jumasyanto Sukarmno

SIDANG VONIS - Anggota KPU
Mulyana W Kusumah mendengarkan
pembacaan putusan majelis hakim saat
sidang vonis kasus penyuapan terhadap
anggota Badan Pemeriksa Keuangan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta, Senin (12/9). Mulyana
merupakan pejabat KPLJ yang pertama

divonis.

JAKARTA - Mulyana W Kusumah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yang tertangkap tangan menyuap auditor investigasi Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Khainiansyah Salman, dipidana penjara dua tahun tujuh bulan.

Vonis terhadap Mulyana dibacakan Ketua Ketua Majelis Hakim Masrudin
Chaniago, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (12/9)
siang. Hakim memerintahkannya segera masuk penjara, dan wajib membayar
denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Suwardji, Muhibudin, Chatarina Muliana
dalam sidang tanggal 15 Agustus lalu menuntut Mulyana hukuman 3 tahun
penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tuntutan selama itu karena Mulyana dianggap terbukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi dengan menyuap auditor investigatif Badan Pemeiksa Keuangan
Khairiansyah Salman,

Tindak pidana korupsi sudah muncul ketika Mulyana menghubungi Khairiansyah
Salman yang memintanya agar membuat laporan audit investigatif tidak
memberatkan panitia kotak suara KPU.,

Mulyana akhimya menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Khairiansyah di
Hotel Ibis Jakarta. Di situ dia tertangkap tangan oleh tim penyidik KPK.

Menurut majelis hakim, Mulyana terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan,
menyuap anggota B'K, Khariansyah Salman sebesar Rp 299 800.000 di Hotel
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Ibis, Jakarta Barat pada tanggal 3 dan 8 April 2004, Dia melanggar Pasal 5 ayat
(1) huruf a UU No.31/1999, juncto UU No.20/2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP, juncto Pasal 64 ayat 1| KUHP.

Masrudin mengatakan, beberapa kali sebelum tanggal 10 Maret 2005, terdakwa
menghubungi Khariansyah dan meminta agar laporan mengenai penyimpangan
kotak suara di KPU menghilangkan unsur KKN-nya.

Pada tanggal 10 Maret 2005, terdakwa bersama anggota KPU DR Sussongko
Suhardjo dan Mubani bertemu Khariansyah di Hotel Borobudur Jakarta Dalam
pertemuan itu, terdakwa dan staf KPU lainnya meminta Khanansyah agar dalam

membuat laporan investigasi teniang pengadaan kotak suara di KPU unsur KKN-
nya dihilangkan,

Dalam pertemuan itu mereka makan siang bersama. Setelah makan siang,
terdakwa dan Sussongko meninggalkan ruang pertemuan, dan tinggal Mubari dan
Khariansyah. Pada saat itu Mubari kembali meminta Khariansyah agar membuat
laporan yang tidak membuat terdakwa dan anggota KPU lainnya terjerat hukum.

Atas dasar baik itu Mubari menawarkan uang sebesar Rp 200 atau Rp 300 juta
kepada Khanansyah. Namun waktu itu Khariansyah tidak memberikan tanggapan

Selanjutnya terdakwa menelpon Khariansyah dan meminta untuk bertemu, untuk
menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta, yang pembavarannya dilakukan dua kali
Dalam perjanjian di telpon itu, terdakwa dan Khariansyah menyepakati untuk
bertemu di Hotel Ibis Jakarta Barat

Pada tanggal 3 April 2005, terdakwa bertemu Khariansyah di kamar 709 Hotel
Ibis Jakarta Barat. Waktu itu terdakwa menyerahkan uang Rp 149.800.000.
Setelah menyerahkan uang itu terdakwa meminta Khariansyah agar membuat
laporan tidak membuat terdakwa dan anggota KPLI lainnya terjerat hukum.

Selanjutnya tanggal 8 April 2005, kembali terdakwa bertemu Khariansyah di
kamar 609 Hotel Ibis Jakarta Barat pukul 19.00 WIB. Waktu itu terdakwa
menyerahkan uang Rp 150 juta, yang terdin dan Rp 50 juta vang tunai, dan empat
lembar traveller check senilai Rp 100 juta. Di saat dia menyerahkan uang kepada
Khanansyah terdakwa langsung ditangkap oleh petugas KPK. (E-8)

Kronologi Perkara Mulyana W Kusumah
3 April 2005

Mulyana W Kusumah menyerahkan uang suap Rp 150 juta kepada auditor BPK,
Khairiansyah Salman, di Hotel Ibis, Slipi, kamar 709
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8 Apnl 2005

Mulyana kembali menyerahkan nang Rp 150 juta (tunai Rp 50 juta dan empat
lembar cek perjalanan masing-masing Rp 25 juta) kepada Khairtansyah di Hotel
Ibis kamar 609, Mulyana ditangkap tim KPK yang sempat merekam serah terima
uang suap tersebut di Hotel [s.

9 Apnl 2005

Mulyana ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyuapan terhadap auditor
BPK dan ditahan di Rutan Salemba.

11 Apnril 2005

KPK menyelidiki dan menggeledah kantor KPU sehubungan dengan penangkapan
dan penahanan Mulyana.

12 April 2005

Tim KPK menyita 61 dokumen dari ruang kerja Mulyana W Kusumah di gedung
KPU Jakarta. Mulyana menjalani pemeriksaan di Kantor KPU, Jakarta.

13 Apnl 2005

Penyidik KPK kembali menggeledah ruang kerja Mulyana dan para pgjabat KPU
lainnya.

3 Juni 2005

Berkas perkara penyuapan dengan tersangka Mulyana W Kusumah, diserahkan
tim penyidik ke jaksa KPK.

16 Juni 2005

Perkara penyuapan auditor BPK Khairansyah Salman dengan terdakwa Mulyana
W Kusumah disidangkan di Pengadilan Tingg Tindak Pidana Korupsi di Gedung
Upindo, Jakarta Selatan.

20 Jum 2005

Kuasa hukum Mulyana minta agar hakim membatalkan dakwaan terhadap
Mulyana.

4 Juli 2005
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Majelis hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Mulyana
W Kusumah dalam putusan selanya.

|5 Agustus 2005

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta
terhadap Mulyana W Kusuma karena terbukti secara sah dan meyakinkan
menyuap auditor BPK, Khairiansyah Salman Rp 300 juta.
12 September 2005

Mulyana W Kusumah divonis ..

Keterlibatan Mulyana dalam Proyek KPU

Pengadaan kotak suara : Rp 335,625 miliar

Pengadaan Bblik suara : Rp 55,601 miliar

Mulyana dalam Kepanitiaan Tender Proyek KPU

| Kotak Suara

Ketua: Mulyana W Kusumah

Wakil Ketua: Daan Dimara

Sekretaris: R M Purba (Kepala Biro Perlengkapan)
Anggota: enam pejabat Setjen KPU

2. Cetak Surat Suara

Ketua: Mulyana W Kusumah

Wakil Ketua: Daan Dimara

Sekretans. Sugiyanto (Wakil Kepala Biro Logistik)
Anggota: enam pejabat Setjen KPL

3. Pengadaan Kendaraan Bermotor

ketua: Rusadi Kantraprawira

Wakil Ketua: Mulyana W Kusumah
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Sekretaris: Much Dentjik (Kepala Bagian pada Biro Keuangan)
4. Surat Suara Pemilih

Ketua: Mulyana W. Kusumah

Wakil Ketua: Hamid Awaludin

Sekretanis: Sugiyanto (Wakil Kepala Biro Perlengkapan)

Profil

Nama : Mulyana W Kusumah

Tempat/Tanggal Lahir:

Bogor, 23 November 1948

Pekerjaan:

* Dosen FISIP UL, mengajar di perguruan tinggi swasta (antara lain Universitas
Pancasila, Jakarta dan Universitas [bnu Khaldun, Bogor.

* Anggota KPU
Pendidikan: FISIP U]

Litbang Suara Pembaruan/ES

Laxt madified: 1 2/9/05
http://www.suarapembaruan . com/News/2005/09/1 2/Utama/ut01_htm
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1, 18 Juli 2004

3erita

in Dimara Jadi Tersangka Korupsi Segel Surat Suara
|m]

jacara menyatakan keteribatan Hamid Awaludin dalam pengadaan sege/ sural suam
k Pemifu Pilpres pertama dan kedua

sl Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/2) secara resmi menetapkan
us Daan Dimara, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tersangka.
urut keterangan Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua KPK, Daan
tapkan sebagal tersangka dalam kasus dugaan korupsi segel surat suara.

wrut Tumpak, Daan yang bertindak selaku ketua panitia pengadaan segel
it suara tersebut melanggar Keputusan Presiden (Keppres) 80/2003 tentang
oman Pelasanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan modus
unjukan langsung, Selain Itu, dalam pelaksanaan proyek, kualitas dalam
s barang yang diadakan tidak sesual dengan isi kontrak.

atnya, negara untuk sementara dirugikan Rp2,7 miliar. Bukan hanya itu,
n menurut Tumpak telah menerima dana senilal AS$30 ribu. Uang tersebut
lah pemberian dari rekanan yang diberikan lewat Hamdani Amin, Kepala Biro
angan KPU yang terlebih dahulu masuk penjara.

iin Daan, KPK juga menetapkan Untung Sastrawidjaya, Direktur Utama PT
al Standard sebagai tersangka. PT Roval Standard sendiri adalah rekanan
g memenangkan proyek pengadaan segel surat suara. Menurut Tumpak,
kas perkara Daan dan Untung akan dibuat terpisah,

eka berdua menurut Tumpak diancam dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
31/1999 sebagaimana dirubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan
lak Pidana Korupsi. Khusus untuk Daan, KPK juga menjeratnya dengan pasal
LU Korupsi

k 5. Paat, penasihat hukum Daan menyatakan bahwa kliennya adalah korban
ijakan atasan, dalam hal ini Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua KPU yang juga
h masuk bul. Pasalnya, menurut Erick, pengadaan segel surat suara untuk
Wlu Legislatif adalah hasil penunjukan Nazaruddin. "Pemenangnya sudah

Nama
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St |
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FPenang Maleys:a Enck Hiomat Setaw
ditolak magehs hakim Pengadidan Tind:
Pidana Korupsl dalam sidang yang
bertangaung Senin (17/7) Sabelumny:
Erick didakwa melahuian tndak padan
korupsi kKarena mamungut biaya
pengUIUsan surst-surat mslebi Keten
semastinya

.1t Terbaru

o [19700)
DPR Setujui RUL Perfindumgan |
dan Korban
O [ 157/08]
Sidang Periars Software Bajaka
Masuki Tahap Pemersasn Sak
O [197T0d]
Securcor dan Karyswan Disaras
Bartermu Bipartit
© [1%708]
Howmisl Wejaksasn Mudal Terun
Awasl Jaksa ol Pergsd lan
O [T
Perilakiu Hakim dapat Ditelusun
Lewrat Putussn
{2 tanggapan)
O [20808]
Tia Adityanih: SBankal Pidana Ti
Cocok Bust Akuntan Publik
] F.‘ll’il]g.‘ll:l.;lﬂl
o w7
Manylkapd Priorty Watch Lt L8
o lar7108)
Teguh Maramis: Pertnor yang
Homentator Bols


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

unjuk, lalu dibuatiah surat penunjukkan oleh Pak Daan,” kata Erick. SiaaggRpan

lain menuding Nazaruddin, Erick juga mengungkapkan peran Hamid isu Hangat
alludin, mantan anggota KPU yang saat ini menjabat Menteri Hukum dan Hak - sSkandal BNI

si Manusia. Jika Nazaruddin yang melakukan penunjukan rekanan dalam © MAvsKY
emilu Legislatif, maka Hamid adalah orang yang melakukan penunjukan © Peradilan Agama

kanan dalam Pemilu Pilpres pertama dan kedua. r m-g::;:‘::

aat ditanya tentang hal ini, Tumpak dengan diplomatis menjawab, "Nanti saja
ta lihat perkembangannya®. Dengan ditetapkannya Daan sebagal tersangka,
aka menambah deretan anggota KPU yang terlebih dahulu diajukan ke
arsidangan dan beberapa telah masuk penjara.

rif)
prita Terkait
[20/1/08) Baksi Ahli- Walau Metodenya Benar, Prosedur Pengadaan Tinta Pemilu Saiah
[972/06) Tanggung Jawab Segel Surst Suara, Hamid dan Daan Saling Bantah
[ Hh'lrrrlrmm'i] f Cetak Artikel Inl | | Hirim ke Teman |
: Tanggapan

Tidak adn data

tp://www hukumonline com/detail asp?id=14377&cl=Benta
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Politik & Hukum

Yusacc Divonis Empat Tahun
Istri Yusacc Pingsan

Jakaria, Kompas - Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Safder Yusacc divonis hukuman empat tahun penjara, Jumat (3/3) malam. =
Adapun Kepala Biro Umum KPU Bambang Budiarto dijatuhi hukuman

lebih berat, yakni empat tahun enam bulan penjara,

Keduanya dinyatakan terbukdi bersalah dalam proyek pengadaan bulw-
buku sosialisasi KPU, Keduanya dinilai telsh merugikan negara Rp 20,07
miliar,

Putusan inl dibacakan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Khusus
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat malam. Begitu vonis selesal
dibacakan, putrl Yusacc, Mariska, langsung berteriak histeris, OKPK tidak
punya hati nurani.0 Ketika Mariska berteriak, istri Yusace, lin, pingsan

Teriakan Mariska terdengar oleh Yusacc yang sedang mengadakan jumpa
pers. Yusacc langsung menghampiri dan memeluk putrinya yang
menangis. Yusacc tampak begitu emosional dan juga ikut bersuara keras.
la pun kemudian menangis.

Bambang Budiarto langsung menyatakan banding Adapun Sudjono,
kuasa hukum Yusacc, menyatakan, saat ini Yusacc masih
mempertimbangkan untuk banding. DPak Yusacc ingin mendiskusikan
dengan keluarga, paling lama Senin kami putuskan banding atau tidak, 0
ujarmya.

Majelis hakim yang dipimpin Mansyurdin Chaniago dengan anggota
Martini, lmmw.mmmmﬂummw
memerintahkan kedua terdakwa membayar denda. Bambang Budiarto
dihukum dengan denda Rp 250 juta yang jika tidak dibayar akan diganti
dengan penjara 2,5 bulan. Adapun Safder Yusacc, dihukum denda Rp 200
juta, yang jika tak dibayar akan diganti dengan kurungan dua bulan
Keduanya juga harus membayar uang pengganti Rp 238 juia.

Yang memberatkan adalah kedua terdakwa metakukan korupsi di saat
negara sedang menggalakkan pemberantasan korupsi. Yang b

meringankan adalah keduanya ikut menyukseskan pemilu, balum permnah = =
dihukum, dan beraku balk selama persidangan ¥
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Penggelembungan

Majelis hakim menyatakan keduanya terbukii korupsi, memenuhi semua
unsur pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor
21/18499 tentang Pemberantasan Komupsi,

endidikan Dalam

Litlin Majelis menilai unsur melawan hukum terpenuhi karena proyek itu
endidikan dilakukan dengan melanggar Keppres Nomor 80/1999. Proyek pengadaan
e buku itu dilakukan dengan menunjuk langsung perusahaan penerima
pisletlll order. Para penerima order menyubkontrakkan lagi order itu.

Bahkan, oleh perusahaan yang mendapat subkontrak, lalu dijual lagi ke
perusahaan lain. Nilal riil buku itu kemudian digelembungkan. Dari total
pembayaran buku Rp 31,323 miliar, nilai riil pambayaran hanya Rp 11,263
miliar.

Menurut majelis hakim, dalam pelaksanaan pengadaan buku dan barang
cetakan, beberapa pihak telah menikmati keuntungan miliaran rupiah,
sepert Tjuqap Harefa, Muslim Hasan, Suryadi Hertanto, Irsal Yunus, She
Ming Mintardja, Agus Salim, dan Yongki Wijaya yang mendapat komisi

arotan

Nars Tjetiep Harefa mendapat keuntungan terbesar, yaitu Rp 12,707 miliar.
anah Alr Muslim Hasan mendapat Rp 2,842 miliar, Suryadi Hertanto menenma Rp
S ioo] 161 juta, Irsal Yunus memperoleh Rp 4,016 miliar dikurangi 15 persen
|;1'r:-| |.r|..!c:.: untuk Tjejep Harefa. She H““ﬂ Mintardja mendapat RP 40 924 juta, Agus

Salim menerima Rp 74 juta, dan Yongki Wijaya mendapat Rp 104 898
juta. (VIN)

elehomunilkas
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